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Sekapur Sirih

pantas dan patut untuk diuntaikan oleh penulis, atas

curahan rahmat, izin, ridho dan barokah dari Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dengan segala
pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan, penulisan
buku ini akhirnya dapat dirampungkan, dengan judul:
"Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melak-
sanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan (HPL)
Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Batam".

Pada bagian sekapur sirih ini, sebelumnya penulis
menyampaikan hal-hal pokok atas hasil yang telah dianalisis
dalam buku ini yaitu: Terkait dengan konstruksi pengaturan
hukum dalam konteks konstruksi politik hukum hak atas tanah
untuk melaksanakan manajemen status tanah Hak Pengelolaan
guna meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat di Kota Batam, terutama dari sisi proses
pembentukan pengaturan hukum (law making process), harus
merujuk dan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai
Dasar Negara, pandangan hidup bangsa dan Negara, jiwa dan
kepribadian bagi seluruh bangsa dan Negara Indonesia
(philosophy of paradigm), berdasarkan kepada amanat dan
perintah norma-norma hukum yang terkandung dalam konstitusi
Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(constitutional of paradigm), dan juga harus berdasarkan prinsip
Indonesia adalah Negara hukum (yuridical of paradigm). Untuk
selanjutnya dalam bagian ini dapat disimpulkan bahwa dalam
tataran dasar peraturan perundang-undangan yang sifatnya
organik yang digunakan sebagai dasar dalam hal pelaksanaan
manajemen status tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, penulis
berpendapat sudah cukup memadai, sebagaimana diatur dan

Pada kesempatan yang baik ini, tiada ungkapan lain yang
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ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya sebagai- mana
ditetapkan dalam Pasal 2 yang mengatur tentang norma  hukum
mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), dan selanjutnya
pengaturan hukum tentang pelaksanaan status tanah Hak
Pengelolaan dimaksud juga telah diatur sedemikian rupa dalam
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, Tentang Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerin-tah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-
Undang; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang
Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007,
Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara; Keputusan Presiden Nomor 41
Tahun 1973, Tentang Daerah Industri Pulau Batam; dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, Tentang
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Dalam pada itu, disimpulkan penulis berkenaan dengan
proses pembentukan hukum (/aw making process), khususnya
mengenai pelaksanaan HPL tersebut, untuk menganalisis
beberapa permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini,
penulis menetapkan grand theory sebagai pisau analisis, adalah
dengan menggunakan teori Jeremy Bentham, yang terkenal
dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme).

Terkait dengan implementasi khusus mengenai pelaksanaan
manajemen terhadap status tanah Hak Pengelolaan (HPL)
khususnya di wilayah Kota Batam, secara singkat dapat diabs-
traksikan penulis yaitu: bahwa terkait dengan dimensi konstruksi
paradigma politik hukum dalam hal melaksanakan penertiban dan



pendayagunaan tanah telantar, khususnya di wilayah Kota Batam
tersebut, khususnya ditujukan kepada aparat penyeleng-gara
dalam  pelaksanaannya harus mengedepankan dan/atau
mengutamakan untuk melaksanakan secara konsisten dan
bertanggung jawab, atas tiga pilar sebagai fondasi yang pokok,
yaitu:

- berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila (philosophy of para-
digm) sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sekaligus sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian
bangsa dan negara Indonesia;

- harus berdasarkan amanat dan perintah norma hukum dan
pasal-pasal terkait sebagaimana termaktub dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(constitutional of paradigm); dan

- harus pula berdasarkan dan sekaligus mengutamakan
penerapan prinsip dan ciri bahwa Indonesia adalah negara
hukum (juridical of paradigm).

Pelaksanaan manajemen terhadap status tanah Hak
Pengelolaan (HPL) untuk sebagian besar hak atas tanah yang ada
dan terdapat di wilayah Kota Batam, yang hak atas tanah mana
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam), pada kenyataannya belum dapat terlaksana secara
maksimal, karena pada kenyataannya masih ditemukan beberapa
faktor kendala yang dihadapkan di lapangan. Faktor kendala yang
dimaksudkan pada prinsipnya bersifat kendala yang internal
maupun eksternal sebagaimana yang telah dijelas-kan penulis
pada bagian di atas.

Seharusnya, pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan
proses pekerjaan perencanaan, peruntukan, persediaan dan
pemeliharaan hak atas tanah dengan status Hak Pengelolaan itu
sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu dalam
pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan
hukum yang telah ada, dan telah dijelaskan penulis pada bagian
di atas. Dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya
semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan
manajemen atas status tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut,
dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwu-
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judan dan/atau peneguhan untuk tetap ditegakkannya prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat, dan ciri bahwa Indonesia adalah negara
hukum, dengan mengutamakan penerapan teori utama dalam
jurnal ini yaitu penerapan teori Jeremy Bentham, yang terkenal
dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme). Bentham me-ngatakan
bahwa dalam menegakkan hukum (/aw enforcement) tujuan
akhirnya harus dapat memberikan garansi dan/atau jaminan
untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan (utilitarian-isme) bagi
dan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat.

Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak
yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait
dengan status tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, harus
segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu
dalam perspektif politik anggaran, tentu hal ini harus dilakukan
secara fokus dan berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan
untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus
yaitu oleh pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan
demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, yang
kedua-keduanya alokasi penambahan anggaran itu alokasinya
adalah dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Bagi pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) alokasi
penambahan anggaran tersebut, proses pengusulannya
disampaikan oleh pihak Kementerian Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) melalui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan bagi Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
usulannya disampaikan melalui Komisi II Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan bagi Pemerintah
Kota Batam usulan penambahan anggaran dimaksud, tentu proses
pengusulannya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Batam. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan
manajemen status tanah Hak Pengelolaan itu dapat dilaksanakan
secara terencana, fokus dan berkelanjutan untuk mewujudkan
prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya untuk
mempercepat terwujudnya peningkatan perekono-mian bagi
seluruh warga masyarakat di Kota Batam.
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Lebih lanjut disampaikan penulis, bahwa dalam kesempatan
yang baik ini, tidak lupa penulis menghaturkan ucapan terima
kasih yang mendalam terutama penulis tujukan wabil khusus
kepada kedua orang tua kandung penulis yaitu Alm. H. M. Ilyas
Lubis dan Almarhumah Hj. Sabikem yang selama hidupnya telah
membimbing penulis, demikian juga penulis sampaikan ucapan
terima kasih kepada kedua mertua penulis yaitu Alm. H.
Muhammad Nasir Lubis dan Almarhumah Hj. Halimah Lubis yang
selama hidupnya telah memberikan dorongan semangat kepada
penulis.

Sejalan dengan hal di atas, penulis haturkan juga ucapan
terima kasih kepada semua guru-guru penulis mulai dari Sekolah
Dasar sampai Perguruan Tinggi, dan wabil khusus penulis
haturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor
Disertasi Doktor S3 Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana,
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang penulis tujukan
kepada yang sangat terpelajar Prof. dr. Chairuddin P. Lubis,
DTM&H., Sp.A. (K) yang pada saat itu sebagai Rektor Universitas
Sumatera Utara yang telah memimpin Sidang Ujian Terbuka
Disertasi penulis di hadapan Senat Guru Besar Universitas
Sumatera Utara yang telah dipertahankan oleh penulis pada
tanggal 29 Mei 2004 yang lalu, dan dalam hal ini sekaligus penulis
menghaturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-
Promotor Disertasi penulis dimaksud yaitu masing-masing kepada
yang sangat terpelajar Alm. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri,
S.H., M.L., selaku Promotor, kepada yang sangat terpelajar Prof.
Dr. M. Solly Lubis, S.H., dan Prof. Dr. Lili Rasjidi., S.H., S.Sos.,
LL.M. masing-masing sebagai Co-Promotor. Lebih lanjut, penulis
haturkan juga terima kasih kepada Tim Penguji dalam Sidang
Terbuka Ujian Disertasi penulis dimaksud yaitu masing-masing
kepada yang terpelajar Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., dan juga
kepada yang terpelajar Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., serta yang
terpelajar Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., yang keduanya saat
ini telah menjadi Guru Besar (Profesor/Prof) pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, yang atas kesemuanya telah
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membimbing dan menghantarkan penulis dalam upaya
menyelesaikan dan lulus dengan hasil cumlaude dalam menjalani
Pendidikan Doktor S3 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya, pada bagian akhir sekapur sirih ini,
penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat men-
dalam terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat Bapak
Dr. H. Rusli Bintang sebagai Pembina Yayasan Griya Husada
Batam Qg Universitas Batam, yang selama ini telah memberikan
pelecut semangat dan kontribusi yang luar biasa baik moral
maupun materiil. Demikian pula penulis hatur- kan ucapan
terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jemmy Rumengan, S.E.,
S.H., M.M. sebagai Ketua Pengawas Yayasan Griya Husada Batam,
yang selama ini tiada hentinya memberikan dorongan semangat
kepada penulis untuk melakukan percepatan penyelesaian
penulisan buku ini.

Sejalan dengan hal ini, penulis juga menghaturkan ucapan
terima kasih khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Novirman
Jamarun, M.Sc. selaku Rektor Universitas Batam, dan rekan
sejawat para Dosen Prodi S1 IImu Hukum, Fakutas Hukum
Universitas Batam. Demikian pula ucapan yang sama penulis
tujukan kepada seluruh Mahasiswa dan civitas akademika Fakultas
Hukum Universitas Batam yang telah memberikan dorongan
semangat untuk merampungkan penulisan buku ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis haturkan ucapan terima
kasih terutama penulis sampaikan kepada isteri tercinta Hj.
Haneda Lubis, S.Sos. yang selama ini begitu sabar dan tegarnya
menghadapi kesibukan penulis guna merampung- kan penulisan
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buku ini penulis persembahkan dan hadiahkan kepada anak-
anakku tersayang yaitu dr. Lydia Irtifany Lubis, M.Ked. (OG), yang
saat ini sudah selesai menjalani Program Pendidikan Dokter
Spesialis (PPDS) bagian kandungan (Obgyn) pada Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya
akan melaksanakan tugas Negara sebagai Wajib Kerja Dokter



ix

Spesialis (WKDS), serta kepada anakku dr. Friska Meutia Lubis
yang saat ini sedang fokus mengurus dan merawat anak pertama
Qiana Adeeva Zen sebagai cucu pertama dari penulis, dan
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Atas telah dirampungkannya penulisan buku ini, dalam
kesempatan ini penulis sampaikan bahwa penulisan buku ini di
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terutama penulis tujukan kepada sejawat penulis di dunia
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PT. Alumni Bandung, Bapak Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.,
yang telah berkenan membantu penulis untuk menerbitkan
buku ini.
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Hormat Penulis,
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I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

serta konstruksi judul buku vyaitu: Konstruksi Politik

Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan
Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Guna
Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pertum-
buhan Ekonomi Masyarakat di Kota Batam, paling tidak
sebelumnya dapat dianalisis ada beberapa variabel (Soedjono
Dirdjosisworo, 2002) yang sifatnya pokok dan fundamental untuk
dijelaskan secara singkat dan padat pada bagian latar belakang
ini. Merupakan variabel (Otje Salman, 2016) pertama yang perlu
mendapatkan penjelasan adalah yang berkaitan dengan kons-
truksi politik hukum hak atas tanah, kemudian dilanjutkan untuk
menjelaskan mengenai pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL)
khususnya di wilayah Kota Batam, tentu hal ini harus di-
integrasikan dengan keberadaan dan penerapan politik hukum
pemerintah yang telah menetapkan bahwa sebagian besar wilayah
Kota Batam telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan Free
Trade Zone (FTZ2) termasuk Kabupaten Bintan dan Karimun di
Provinsi Kepulauan Riau, dan dalam hal ini kepada Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam) diberikan kewenangan khusus
oleh Pemerintah untuk mengelola dan memfungsikan seba- gian
besar tanah di wilayah Kota Batam dengan status Hak
Pengelolaan (HPL). Tentu hal ini, dalam konteks untuk men-
jalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya bahwa Kota
Batam ditetapkan oleh Pemerintah sebagai daerah industri, jasa

M emerhatikan tatanan dan (Badudu-Zain, 2001) postulat
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dan perdagangan serta sekaligus demi mendukung kelancaran
pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) tersebut di Kota Batam.
Variabel berikutnya yang akan dijelaskan penulis yaitu ter-  kait
dengan pertanggungjawaban pemerintah dari hasil (A.P.
Parlindungan, 1991) pelaksanaan dan pemanfaatan hak atas
tanah, dengan status Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan
terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
tersebut, dalam konstelasi untuk meneguhkan (Idham, 2004)
prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus mampu memberikan
kontribusi yang konstruktif untuk mewujudkan pemerataan per-
tumbuhan ekonomi bagi masyarakat khususnya di Kota Batam.

Substansi yang berhubungan dengan konstruksi politik
hukum hak atas tanah di Indonesia, khususnya diintegrasikan
(A.P. Parlindungan, 1990) dengan keberadaan hak atas tanah
dengan status Hak Pengelolaan (HPL), sesungguhnya secara
mendasar, yaitu dalam pendekatan hakikat ilmu, dan hakikat
kebenaran serta dalam pendekatan (Jujun S. Suriasumantri, 1999)
yang sifatnya filsafat, mengenai hal ini pengaturan hu-kumnya
sudah jelas diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Undang-Undang ini, lazimnya se-cara empiris di
lapangan sering disebut, disingkat dan ditulis- kan dengan UUPA.
Konstruksi yang sangat mendasar atas pengaturan norma hukum
khusus untuk Hak Pengelolaan dimaksud, dalam pendekatan
teoretis konseptual dan yuridis formal (A.P. Parlindungan, 1983)
disebut dengan Hak Menguasai Negara (HMN). Secara etimologis
bahwa yang dimaksud dengan Hak Menguasai Negara adalah
sebutan dan terminologi yang diberikan melalui UUPA, yang
diberikan  kepada lembaga hukum konkret mengenai
pendelegasian kewenangan dalam hal hak menguasai hak atas
tanah di Indonesia. Dalam aspek sistem pemerintahan dan
pelayanan publik, bahwa (A.P. Parlindungan, 1994) Hak
Menguasai Negara atas hak tanah ini, adalah merupakan
pelimpahan tugas dan kewenangan bangsa dan Negara Indonesia,
yang hal ini (Idham, 2013) secara paradigmatik konstitusional
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dasar pengaturan hukumnya yang sangat fundamental adalah
berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam tataran normatif (Martin Roestamy, 2011) vyang
sifatnya paradigmatik konstitusional bahwa melalui Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar dimaksud, dalam konteks melaksa-
nakan konstruksi politik hukum agraria-pertanahan di Indonesia,
postulat pengaturan norma hukumnya (A.P. Parlindungan, 2009)
sudah sangat terang benderang, konkret dan jelas, vyaitu
disebutkan, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
itu, terutama dalam hal-hal yang dimaksudkan yaitu atas selu-ruh
wilayah Indonesia adalah merupakan kesatuan tanah air dari
seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia,
terikat dengan keberadaan bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam-nya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat, demikian norma hukum secara
mendasar tentang Hak Pengelolaan (HPL) itu dalam konstelasi
pendekatan yang sifatnya (Idham, 2010) paradig-matik
konstitusional ( constitutional of paradigm).

Untuk (Sudikno Mertokusumo, 2010) pengaturan hukum
khusus mengenai Hak Pengelolaan (HPL), terutama (Idham, 2014)
dalam pendekatan yang sifatnya organik, dan praktis operasional
sesungguhnya pengaturan hukum tentang HPL itu, telah diatur
dan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang
menegaskan bahwa: Hak Menguasai Dari Negara termaksud
dalam ayat (1) Pasal 2 ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;
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c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-per-
buatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Lebih lanjut, dalam ayat (3) pasal ini, ditegaskan:
yang bersumber pada hak menguasai dari negara
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka
berdaulat, adil dan makmur.

Secara tegas dalam ayat (4) pasal ini diatur yaitu:

hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelak-

sanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah

Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan

Peraturan Pemerintah.

Memerhatikan (Anita D.A. Kolopaking, 2013) tatanan dan
konstruksi politik hukum tentang dasar pengaturan hukum
dalam pendekatan yang paradigmatik atas dasar dan norma
pengaturan hukum hak atas tanah mengenai pelaksanaan Hak
Pengelolaan (HPL) tersebut, menurut pendapat penulis memang
luar biasa para bapak bangsa (founding fathers) Indonesia yang
telah meletakkan pondasi yang sangat mendasar dalam hal
merumuskan Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut. Hal ini
dimaksudkan penulis, bahwa hal-hal yang bersifat filsafati
dan/atau atau hakikat ilmu, telah diatur sedemikian rupa dalam
rumusan Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut, yaitu dengan telah
diteguhkan dan/atau ditegaskannya beberapa prinsip yang sangat
mendasar yaitu: prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum
dan prinsip negara yang berkesejateraan, dan peneguhan prinsip
kebahagiaan. Dengan perkataan lain, bahwa secara paradigmatik
atas hasil pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, Negara
berkeinginan untuk meneguhkan beberapa prinsip dasar
sebagaimana yang dimaksudkan.
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Artinya, dengan dilaksanakannya Hak Pengelolaan (HPL) atas
suatu bidang hak tanah, harus memberikan jaminan untuk
terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, dan sekaligus untuk dapat
memberikan (L.J. van Apeldoorn, 2001) konstribusi kepada
pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi ma-
syarakat, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kota Batam.
Sasaran akhir dalam konteks pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL)
tersebut, juga sekaligus mampu memberikan jaminan dan/atau
garansi yang paripurna untuk mewujudkan negara yang ber-
kesejahteraan (welfare state).

Kembali kepada topik, variabel dan tema sentral sebagai-
mana yang dimaksudkan dalam buku ini, tentu muncul suatu
pertanyaan yang sangat mendasar yaitu: Bagaimana sesung-
guhnya hasil pelaksanaan dan pemanfaatan terhadap hak atas
tanah dengan status hak pengelolaan yang secara empiris di
lapangan sebagian besar dikuasai dan terdaftar atas nama Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam)?. Untuk menjawab persoalan
mendasar ini, penulis berpendapat dari sebagian besar hak atas
tanah di wilayah kota Batam 60% yang dikuasai dan terdaftar
atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dengan status
hak pengelolaan, penulis menegaskan ternyata dalam
implementasinya belum dilaksanakan sesuai dengan format,
postulat dan konstruksi politik hukum pertanahan di Indonesia
sebagaimana yang diamanatkan secara paradigmatik konstitu-
sional (constitutional of paradigm) dengan berlandaskan kepada
norma hukum sebagai pondasi dasar dalam perspektif hak
menguasai Negara. Hal ini tentunya belum dilaksanakan se-
penuhnya berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Negara yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan juga belum dilaksanakan berdasarkan amanat dan perintah
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan perkataan lain,
secara kasat mata bahwa atas pelaksanaan peruntukan  dan
pemanfaatan status hak atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang
dikuasai dan terdaftar atas nama BP Batam tersebut, disinyalir
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penulis belum mampu memberikan konstribusi untuk meneguhkan
prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus belum mampu untuk
mewujudkan peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
khususnya bagi masyarakat di wilayah Kota Batam.

Beberapa hal pokok yang telah disajikan penulis pada bagian
di atas, dengan keadaan dan situasi seperti itu mem-berikan
letupan semangat dan sekaligus mendorong penulis untuk
mengangkat dan sekaligus melakukan analisis dalam  buku ini,
karena secara empiris di lapangan bahwa dalam hal pelaksanaan
manajemen peruntukan dan pemanfaatan hak atas tanah dengan
status Hak Pengelolaan (HPL) terhadap sebagian besar hak atas
tanah di wilayah Kota Batam yang dikuasai dan terdaftar atas
nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut, secara
khusus jika dianalisis dalam perspektif apa yang diharuskan dan
diperintahkan berdasarkan pengaturan hukum yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan (das sollen), ternyata
dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan (das sein)
telah terjadi ketimpangan yang masif dan signifikan (gap
phenomena). Artinya, dari aspek manajemen dan pengelolaan
terkait dengan perencanaan, peruntukan dan pemanfaatan status
tanah di wilayah Kota Batam yang sebagian besar dikuasai dan
terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
dengan status Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, pada
kenyataannya belum mampu secara maksimal untuk mewujudkan
terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus belum
mampu memberikan (Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus,
2011) kontribusi yang positif guna mening-katkan terjadinya
pemerataan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat
khususnya yang berada dan bertempat tinggal di wilayah Kota
Batam. Harapan penulis, dengan dilakukannya penelitian dan
sekaligus penulisan buku ini akan memberikan bahan masukan
yang konstruktif kepada pemangku kepentingan pelayanan publik
khususnya di Kota Batam, kiranya atas pelak-sanaan kebijakan
pertanahan khususnya mengenai manajemen perencanaan,
peruntukan dan pemanfaatan sebagian besar hak atas tanah di
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wilayah Kota Batam dengan status Hak Pengelolaan (HPL) yang
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam) tersebut, mampu untuk mewujudkan pertanggung-
jawaban prinsip kedaulatan rakyat, dan sekaligus juga mampu
untuk mewujudkan terjadinya peningkatan dan pemerataan
pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Batam.

B. SUMBER LITERATUR

Untuk selanjutnya, khusus dalam bagian berikut ini, yaitu
terkait dengan sumber literatur penulis akan menyajikan
pemaparan yang berkaitan dengan sumber rujukan dari bebe-rapa
pendapat ahli di bidang pertanahan yang berhubungan dengan
tema sentral yang dibahas dalam buku ini yaitu terkait dengan
persoalan konstruksi politik hukum hak atas tanah, yang secara
khusus membahas (A.P. Parlindungan, 1990) tentang pelaksanaan
Hak Pengelolaan (HPL) tentu dalam konstelasi pelaksanaan
dan/atau pertanggungjawaban prinsip kedaulatan rakyat dan
guna meneguhkan terwujudnya peningkatan dan sekaligus
pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di wilayah
Kota Batam. Lebih lanjut ditegaskan penulis, esensi dan perlunya
ditegaskan sumber literatur dalam penulisan buku ini satu
diantaranya yaitu sebagai metode dalam upaya melakukan
identifikasi, evaluasi, dan penafsiran atas pendapat para ahli yang
berhubungan dengan tema sentral yang akan dianalisis dalam
buku ini. Dalam pada itu, peranan penetapan sumber literatur
tersebut, juga memberikan manfaat kepada penulis untuk
memberikan gambaran terutama ditujukan kepada semua pihak
yang mungkin akan memerlukan atas hasil analisis dan/ atau
pembahasan buku ini, baik hal itu secara teoretis mau-pun praktis.
Terkait dengan hal ini, bahwa melalui penetapan sumber literatur
tersebut dimaksudkan juga, bahwa melalui metode ini sekaligus
dapat dipergunakan sarana oleh penulis guna mencari gagasan
dan/atau ide baru maupun membanding-kan atas pen-dapat ahli
yang akan dijadikan rujukan dalam penulisan buku ini.

Berdasarkan uraian di atas, dalam bagian sumber literatur ini
penulis akan merujuk kepada pendapat ahli di bidang agraria-
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pertanahan vyaitu (Arie Sukanti Hutagalung dkk, 2012), yang
menegaskan dalam pendapatnya bahwa sesungguhnya penga-
turan hukum yang berkaitan dengan manajemen perencanaan,
peruntukan dan pemanfaatan tanah satuan hak bidang tanah
dengan status Hak Pengelolaan (HPL) itu sesungguhnya merupa-
kan perwujudan dari tugas, pokok dan fungsi pemerintahan dan
Negara dalam konteks memberikan pelayanan publik di bidang
pertanahan, yaitu dalam melakukan perencanaan dan perun-tukan
atas bumi, air dan ruang angkasa dimana kehadiran  dan fungsi
Negara itu hanya sebatas mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan bukan untuk memiliki atas hak tanah dalam
wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang sasaran
pokoknya semuanya adalah untuk dan demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Untuk selanjutnya, penulis akan merujuk
pendapat ahli (Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,
2008), dalam pendapatnya Markus Gunawan mengatakan bahwa
sesungguhnya siapapun yang ditunjuk Pemerintah untuk diberi-
kan kewenangan dalam hal melaksanakan status hak atas tanah
Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, pada prinsipnya harus meng-
utamakan kepentingan publik dalam hal melaksanakan tugas yang
sifatnya pengurusan, vyaitu terkait dengan perencanaan,
peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan atas bumi, air dan
ruang angkasa segala puncak kegiatannya harus lebih meng-
utamakan kepada kepentingan rakyat banyak dan bagi seluruh
masyarakat dalam konteks meningkatkan pelayanan publik di
bidang keagrariaan/pertanahan.

Pada sisi lain, penulis akan merujuk kepada pendapat ahli
lainnya di bidang agraria dan/atau pertanahan yaitu kepada
pendapat ahli (A.P. Parlindungan, 2009). Dalam pendapatnya,
A.P Parlindungan memberikan penegasan bahwa dalam konteks
melaksanakan kewenangan pengelolaan bumi, air dan ruang
angkasa dalam konteks mengimplementasikan Hak Pengelolaan
(HPL) tersebut, khusus kepada pemegang haknya yang pada
umumnya diberikan kepada Pemerintah/Negara kepada Badan
dan/atau Instansi Pemerintah, hanya khusus diberikan kewe-
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nangan yang merupakan pendelegasian dari Pemerintah kepada
pemegang Hak Pengelolaan itu, sifathnya hanyalah sebatas
pengurusan belaka, dan bukan kewenangan itu dalam arti
memiliki terhadap hak atas bumi, air dan ruang angkasa, dan
puncak atas hasil pelaksanaan Hak Pengelolaan dimaksud,
semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat
dalam aspek kepentingan publik dan sebesar-besarnya, hal ini
adalah untuk kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Untuk
selanjutnya, dalam konteks penetapan sumber literatur yang akan
digunakan penulis untuk menuntaskan analisis buku ini, penulis
akan merujuk kepada pendapat (Boedi Harsono, 1999), yang
dalam pendapatnya menegaskan bahwa makna terdalam dalam
hal melaksanakan kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada
pemegang Hak Pengelolaan (HPL), pada intinya atas implementasi
Hak Pengelolaan dimaksud, yaitu untuk melaku-kan perencanaan
dan peruntukan hak atas tanah bumi, air dan ruang angkasa
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, kepada pemegang Hak Pengelolaan harus
senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu dalam
rangka mewujudkan kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh
masyarakat. Dalam hal ini Boedi Harsono juga mengingatkan,
bahwa dalam implementasi Hak Pengelolaan dimaksud juga harus
mengutamakan terwujudnya prinsip pemerataan atas pe-
manfaatan terhadap bumi, air, dan ruang angkasa yang sebesar-
besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
dan bangsa Indonesia.

Pada sisi lain, untuk selanjutnya penulis juga akan merujuk
dan mempedomani kepada pendapat ahli agraria-pertanahan
lainnya yaitu dengan merujuk kepada (Sudargo Gautama, 1990).
Dalam pendapatnya, Sudargo Gautama menegaskan bahwa
pemberian Hak Pengelolaan yang pada intinya merupakan kuasa
dari Pemerintah kepada pemegang haknya, diharapkan dalam
pelaksanaannya harus dapat (A.P. Parlindungan, 1981) mem-
berikan jaminan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan hal ini pendapat ahli lainnya akan dirujuk kepada
pendapat (Achmad Sodiki, 2013), yang dalam pendapatnya
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menegaskan bahwa dalam melaksanakan Hak Pengelolaan (HPL)
atas bumi, air, dan ruang angkasa tersebut harus dapat mem-
berikan jaminan untuk tegaknya prinsip keadilan dan kepastian
hukum. Dalam pada itu, lebih lanjut penulis akan merujuk kepada
pendapat (Idham, 2005). Idham menegaskan dalam konteks
pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap hak atas tanah,
yaitu bumi, air dan ruang angkasa, harus menjamin untuk
(Hustiati, 1990) tetap tegaknya prinsip kedaulatan rakyat, dan
prinsip Negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, se-
bagaimana yang diamanatkan secara paradigmatik konstitusional
(constitutional of paradigm) yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(2) dan Pasal 1 ayat (3) konstitusi Negara Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Pasal
1 ayat (2): bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1
ayat (3), menegaskan bahwa Indonesia adalah sebagai Negara
hukum.

C. METODOLOGI

Dalam (Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, 1992) bagian
motodologi ini, pada intinya penulis akan menjelaskan beberapa
aspek penting dan fundamental yang penjelasannya tentu di-
selaraskan dengan beberapa (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi,
2016) variabel yang merupakan tema sentral dalam buku ini.
Menyimak dari konstruksi dari buku ini, maka dalam aspek
metodologi, terutama terkait dengan jenis penulisan, bahwa jenis
penulisan buku ini pada prinsipnya bersifat penulisan secara
hukum normatif, dan didukung pula dengan penulisan yang
bersifat sosiologis (empiris). Untuk penulisan yang bersifat hukum
normatif, penulis memulainya dengan melakukan studi
kepustakaan (Jibrary research), dalam upaya untuk mendapatkan
semua data (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003) yang
diperlukan yang bersifat data sekunder. Rincian data sekunder
yang diperlukan penulis utamanya terdiri dari: bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Termasuk dalam bahan hukum primer, yaitu meliputi semua
bahan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, yang merupakan (Bernard Arief Sidharta,

2009) tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

(hierarki) sebagai sumber hukum positif di Indonesia, yaitu terdiri

atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;

- Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu);

- Peraturan Pemerintah;

- Peraturan Presiden;

- Peraturan Daerah Provinsi; dan

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tentu dalam hal ini termasuk juga bahan hukum primer
adalah berupa Naskah Akademik (NA), dan Rancangan Undang-
Undang (RUU) dan/atau Rancangan Peraturan Daerah (Ran-
perda) yang berhubungan konten dalam buku ini.

Untuk bahan hukum yang sifatnya sekunder penulis akan
merujuk kepada:

- sumber buku-buku dan/atau literatur di bidang ilmu hukum
(A.P. Parlindungan, 1984) khususnya yang berkaitan dengan
hukum agraria dan/atau pertanahan dan lebih khusus lagi
yang berhubungan dengan substansi Hak Pengelolaan (HPL);

- Kamus di bidang ilmu hukum; dan

-  ensiklopedia.

Sedangkan yang termasuk bahan hukum tersier pada
prinsipnya (Ridwan, 2002) semua data sekunder yang me-rupakan
turunan dan/atau derivasi dari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Lazimnya, di lapangan secara empiris praktis
operasional bahan hukum yang bersifat tersier ini yaitu seperti
segala petunjuk teknis operasional di lapangan tentu yang
berhubungan dengan aspek Hak Pengelolaan (HPL), yaitu seperti
Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
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Termasuk dan merupakan data primer, adalah semua data
yang diperoleh penulis dari hasil wawancara secara menda- lam
(deep interview) kepada responden di lokasi penelitian.
Wawancara yang akan ditanyakan penulis itu tentu konstruksi
pertanyaan harus disesuaikan dengan beberapa rumusan per-
masalahan yang akan disajikan penulis dalam buku ini. Atas dasar
data yang bersifat sekunder dan primer itu, untuk selan-jutnya
akan dijadikan dasar dan/atau rujukan oleh penulis untuk
melakukan analisis dan/atau pembahasan terhadap konstruksi
permasalahan dalam buku ini. Mengenai teknik pengumpulan data
yang digunakan penulis dalam melakukan analisis data tersebut
penulis akan menggunakan metode purposive sampling. Metode
ini dipakai penulis dengan mempertimbangkan adanya
keterbatasan waktu, pendanaan/biaya dan adanya keterbatasan
sarana dan prasarana penelitian. Khusus mengenai penarikan
kesimpulan dari analisis yang dilakukan penulis dalam buku ini
dimulai dengan melakukan analisis dalam pendekatan yuridis
normatif (/egal research), dan dilanjutkan dengan menggunakan
teknik yang bersifat deduktif menuju kepada kesimpulan yang
bersifat induktif dan sebaliknya. Sejalan dengan konstruksi
beberapa variabel yang terkandung dalam tema sentral dalam
buku ini, untuk selanjutnya penulis menetapkan (Lili Rasjidi dan
Ira Rasjidi, 2001) teori utama vyaitu teori Jeremy Bentham, yang
terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme). Dalam hal ini,
Bentham mengatakan bahwa (Romli Atmasasmita, 2012) dalam
konteks menegakkan hukum (/aw enforcement) teruta- ma
(Lawrence M. Friedman, 2001) yang terkait dengan aspek
pelaksanaan manajemen perencanaan, peruntukan, persediaan
dan pemeliharaan hak atas tanah, bumi, air dan ruang angkasa
dalam konstelasi penerapan Hak Pengelolaan (HPL) tersebut,
harus memberikan jaminan untuk terwujudnya rasa kebahagiaan
bagi seluruh lapisan warga masyarakat, khususnya masyarakat
Kota Batam.

Dalam perspektif metodologi, untuk selanjutnya berdasarkan
semua data yang diperoleh penulis baik itu data yang bersifat
sekunder maupun primer, dan demikian juga teori utama yang
ditetapkan dalam buku ini, bahwa (Sudikno Mertokusumo, 1999)
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ketiga komponen itu akan digunakan penulis sebagai basis
dan/atau dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan
yang dibentangkan dalam buku ini. Khusus terhadap teori utama
yang ditetapkan tersebut, yaitu teori Jeremy Bentham yang
terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme) dimaksud
akan digunakan penulis dan berfungsi sebagai pisau analisis
dalam upaya membedah konstruksi permasalahan dimaksud.
Melalui penerapan teori utama sebagai pisau analisis tersebut,
diharapkan (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1985) dari
hasil analisisnya akan dapat disajikan bentuk dan/atau konstruksi
penyelesaian yang konstruktif secara ilmiah, dan pada gilirannya
hal itu akan memberikan manfaat yang positif, baik hal itu dalam
pendekatan teoretis maupun praktis.

a



I1

Pengaturan Hukum

dan Konstruksi Politik Hukum
Pelaksanaan Manajemen

Status Tanah Hak Pengelolaan (HPL)

dan pembahasan, guna membedah terhadap beberapa

permalahan pokok yang dibentangkan dalam buku ini. Untuk
itu sebelumnya dijelaskan penulis bahwa konstruksi permasalahan
yang akan dilakukan analisisnya, adalah berkaitan: bagaimana
pengaturan hukum yang sesungguhnya terkait (Iman Soetiknjo,
1994) dengan konstruksi politik hukum Hak Pengelolaan (HPL)
atas hak tanah, bumi, air dan ruang angkasa yang diintegrasikan
dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang telah diberikan oleh
Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam),
dalam konteks pelaksanaan kebijakan Pemerintah khususnya Free
Trade Zone (FT7Z) di wilayah Kota Batam, dan permasalahan
selanjutnya juga akan dibahas oleh penulis yaitu (Satjipto
Rahardjo, 2014) seperti apa pelaksanaan manajemen mengenai
perencanaan, peruntukan, persediaan, dan pemeliha-raan hak
atas tanah, bumi, air dan ruang angkasa dalam konstelasi Hak
Pengelolaan (HPL) yang dikuasai atas nama dan terdaftar Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam), tentu dalam perspektif
pelaksanaan Free Trade Zone (F7Z) di Kota Batam, kemudian
dilanjutkan untuk menganalisis permasalahan selan-jutnya yaitu:
faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala,

L ebih lanjut, dalam bagian ini penulis akan melakukan ana-lisis

14
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terkait (Warsito Utomo, 2003) dengan manajemen mengenai
perencanaan, peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan hak atas
tanah, bumi, air dan ruang angkasa dalam konstelasi Hak
Pengelolaan (HPL) yang dikuasai atas nama dan terdaftar Ba- dan
Pengusahaan Batam (BP Batam), tentu dalam perspektif
pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam. Berdasarkan
(Henry Campbell Black, 1990) beberapa konstruksi permasalahan
yang telah disampaikan penulis pada bagian diatas, untuk
selanjutnya penulis akan menyajikan analisis secara runtut
sebagaimana termaksud pada bagian di bawah ini.

A. DIMENSI HISTORIS HAK PENGELOLAAN

Sebelum menjelaskan dimensi atas historis keberadaan status
tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, menurut hemat penulis
sangat patut untuk disajikan terlebih dahulu ter- hadap
pengertian kosakata dari Hak Pengelolaan itu sendiri. Terminologi
Hak Pengelolaan yang dimaksudkan, tentu berhu-bungan dengan
substansi hak atas tanah. Secara etimologis bahwa yang dimaksud
dengan Hak Pengelolaan itu, terutama jika ditelisik dari sudut
bahasa Belanda disebut dengan (S. Wojowasito, 1999)
beschik’king, yang artinya: 1. pengaturan; 2. putusan yang
mengatur sesuatu; dan kekuasaan untuk menggunakan sesuatu.
Beranjak dari pengertian ini, maka menurut pendapat penulis Hak
Pengelolaan dimaksud disebut juga beschik'kingrecht, tetapi
beschik’king ini bukanlah suatu hak, melainkan hanya kekuasaan
yang melekat dan hanya sebatas untuk melakukan pengurusan
belaka (beheer), dan oleh (A.P. Parlindungan, 1994), bahwa
istilah Hak Pengelolaan tersebut dituliskannya dengan sebutan
Beheersrecht. Relevan dengan hal dimaksud, menurut pendapat
penulis, bahwa yang dimaksudkan dengan Hak Pengelolaan (HPL),
adalah suatu hak penguasaan tanah yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan dan diberikan kewenangan
kepada Negara untuk menguasai terhadap sesuatu hak atas
tanah. Induk hak menguasai Negara ini, sejatinya berasal dari Hak
Menguasai Negara (HMN). Atas Hak Menguasai Negara (HMN) itu,
dalam tataran praktis operasional kewenangan untuk mengusahai
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dan/atau melaksanakannya dilimpahkan kepada pihak lainnya
sebagai pemegang haknya.

Dalam pada itu, terutama dari aspek sejarah dan/atau
historis Hak Pengelolaan (A.P. Perlindungan, 1994) menegaskan,
bahwa sangatlah unik sama sekali dari nama Hak Pengelolaan itu
tidak dari semula bernama Hak Pengelolaan, tetapi mengambil
terjemahan dari bahasa Belanda Beheersrecht, maka pada waktu
itu diterjemahkan dengan Hak Penguasaan dan lama sekali istilah
ini bertahan dan dipergunakan yang akan kita ketahui dari uraian-
uraian di bawah ini. Kalau kita simak kepada PP 8/53, maka istilah
yang semula adalah Hak Penguasaan yang berisi-kan:

a. merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut;

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan
tugasnya;

C. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib
tahunan.

Tekad pemerintah pada waktu itu akan mengubah per-
aturan-peraturan tentang pertanahan sehingga terjadi status quo
dalam penerbitan hak-hak eigendom yang baru (sebelum
berlakunya UUPA kita masih dikuasai oleh rezim B.W.), tetapi
ternyata karena perkembangan perkotaan, pemerintahan Kota
memerlukan tanah-tanah untuk pelaksanaan tugas. Demikian
pula, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari tanah-
tanah yang dibeli oleh rakyat untuk keperluan pemerintah, ter-
masuk juga terjadi tanah-tanah yang termasuk Hak Penguasaan
dari Pemerintah daerah itu kadang kala dijual/ditukar begitu saja
tanpa jelas proses yang seharusnya dilakukan sehingga oleh
pemerintah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953
tersebut.

Dalam substansi PP tersebut dijelaskan bahwa ada keluasan
untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan, dan sebenar-
nya lebih tepat penggunaan dan peruntukan, oleh karena
penggunaan adalah use planning atau di kota dinamakan peren-
canaan zoning, dan peruntukan adalah besteming yang khusus
dari suatu use planning itu. Demikian pula merencanakan meng-
gunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
seperti untuk tapak tanah bangunan pemerintah.



PENGATURAN HUKUM DAN KONSTRUKSI ... TANAH HAK PENGELOLAAN (HPL) 17

Dan jika diberikan kepada pihak ketiga maka pemerintah daerah
tersebut dapat menarik uang pemasukan atau ganti rugi ataupun
uang wajib tahunan untuk uang pemasukan kas daerahnya.
Demikian pula tentang istilah Hak Penguasaan itu disinggung lagi
oleh Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5/Ka tanggal 20
Januari 1962, menyebutkan:

"Menetapkan sebagai hak-hak yang di samping Hak Milik,
Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961, No. 28), yaitu:

1. Hak Penguasaan (beheer) oleh suatu Departemen, Jawatan
atau daerah Swatantra atas tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
1953 (L.N. Tahun 1953 No. 14) atau peraturan perundangan
lainnya sebelum berlakunya Peraturan Peme-rintah tersebut;

2. Hak Pakai yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun, dengan
pengertian, bahwa jika jangka waktunya tidak ditentukan,
maka dianggap sebagai lebih dari 5 tahun”.

Kemudian lagi, dengan surat edaran Menteri Agraria c Kepala
Biro Perencanaan dan Perundang-undangan, yang ditu-jukan
kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 1 Maret 1962,
Nomor Ka.3/1/1 dinyatakan bahwa:

1. mengenai tanah-tanah yang sebelum berlakunya UUPA
dipunyai oleh Kotapraja/Kabupaten-Kabupaten dengan Hak
Eigendom:

a. kalau Hak Ejgendom itu terkena oleh undang-undang
tentang penghapusan tanah-tanah partikulir, maka
tanah yang bersangkutan akan diberikan dengan surat
keputusan Menteri Agraria dengan Hak Penguasaan
(beheer) kepada Kotapraja yang dulunya mempunyai
hak eigendom tersebut;

b. jika mengenai tanah-tanah yang kecil-kecil yang tidak
terkena oleh undang-undang tentang penghapusan
tanah-tanah partikulir, maka sebagai diketahui ber-
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dasarkan ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang
Pokok Agraria, hak ejgendom itu telah dikonversi
menjadi Hak Guna Bangunan. Oleh karena tanah-tanah
yang demikian itu umumnya sudah dibebani pula
dengan hak erfpacht atau opstal, maka seyogianya
diubah menjadi Hak Penguasaan yang penegasannya
diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Agraria
(ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria
Pasal 1 ayat 5).

Mengenai tanah-tanah yang dikuasai oleh daerah, yang
belum ada sesuatu haknya, yang berasal dari pembebasan
hak-hak rakyat, maka tanah-tanah itu pun akan diberikan
kepada daerah yang bersangkutan dengan Hak Pengua-saan.
Hak Penguasaan tersebut di atas diberikan kepada
Kotapraja/Kabupaten dengan ketentuan-ketentuan di ba-wah

Int:

L

II.

I1I.

Kepada Kotapraja/Kabupaten diberi wewenang untuk
menentukan peruntukan dan melakukan verkaveling,
Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan hak-hak
lainnya tetap dilakukan oleh instansi Agraria menurut SK
112/Ka/61;

Ganti rugi pembayaran-pembayaran lainnya tetap di-
terima oleh Kotapraja/Kabupaten.

Dari uraian tersebut jelaslah ada satu hak tanah yang
menjadi hak "milik" dari Kotapraja/Kabupaten, tetapi karena tidak
mungkin dalam hukum kenegaraan ini mempunyai Hak Milik,
ataupun Hak Guna Bangunan, maka mereka diberikan suatu hak
yang disebutkan Hak Penguasaan (hak beheer), dan tentunya luas
dari Hak Penguasaan itu seperti yang diatur oleh Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 1953, yang juga pada surat (edaran)
tersebut di atas ternyata jelas dapat kita simak. Demikian pula
dapat kita baca keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK
12/Ka/1973 tentang konversi hak Opsta/ dan Erfpacht di atas
tanah Ejgendom Kotapraja maka dalam memutuskan ditetapkan:
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Pertama, menegaskan bahwa hak-hak opsta/ dan erfpacht
di atas tanah-tanah ejgendom Kotapraja, atas dasar ketentuan
Pasal V (Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok
Agraria, menurut hukum konversi menjadi Hak Guna Bangunan,
sejak tanggal 24 September 1961. Kedua, menetapkan bahwa
tanah-tanah tersebut di atas dalam tata usaha kantor Pen-
daftaran Tanah akan dicatat sebagai tanah-tanah yang berada
dalam kekuasaan (beheer) Kotapraja yang bersangkutan. Oleh
karena telah berlakunya UUPA maka dengan Peraturan Menteri
Agraria No. 9 Tahun 1965 ditetapkan pelaksanaan konversi  Hak
Penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan
kebijaksanaan selanjutnya.

Pada Pasal 1 dinyatakan Hak Penguasaan (vide PP No.8
Tahun 1953) yang dipergunakan untuk keperluan sendiri dari
Departemen-Departemen, Direktorat-Direktorat dan daerah swa-
tantra dikonversi menjadi Hak Pakai. Pada Pasal 2 ditetapkan
bahwa selain untuk instansi sendiri tanah tersebut juga di-
maksudkan untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada
pihak ketiga, maka Hak Penguasaan itu dikonversi menjadi  Hak
Pengelolaan dan berlangsung selama tanah tersebut diper-
gunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan.

Hak Pengelolaan itu harus didaftarkan baik yang sebe-lumnya
sudah ada hak maupun yang belum ada haknya. Pasal 6
menyatakan luas Hak Penguasaan itu sebagai berikut:

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan
tugasnya;

Cc. menyerahkan bagian-bagin dari tanah tersebut kepada pihak
ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam)
tahun;

d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib
tahunan.

Dengan pembatasan pula bahwa wewenang itu hanya, atas
tanah yang luasnya maksimum 1.000m?, hanya kepada warga
negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia (didirikan,
berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia).
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Dinyatakan lagi bahwa pemberian hak itu untuk pertama kali saja,
sehingga perubahan perpanjangan dan penggantian hak tersebut
akan dilakukan oleh instansi Agraria yang bersangkutan, dengan
asasnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya.
Sekali lagi dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa hak-hak tersebut
harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, sedangkan
jangka waktu hak ini antara 5 tahun dan lebih.

Jikalau kita membaca ketentuan dari Edaran dari Menteri
Pertanian dan Agraria No.Unda 9/2/6 tanggal 18 Oktober 1963,
yang menyebutkan dari ketentuan Hak Menguasai Negara
tersebut kepada Perhutani dapat diberikan Hak Mengusahakan
Hutan. Ketentuan dari P.P. 8/1953, tentang pemberian Hak
Penguasaan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan
Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1959, yang tersebut dalam Pasal
24,

Keputusan Menteri Agraria No. SK/112/Ka/61 tanggal 1 April
1961, tentang Pembagian tugas wewenang Agraria menentukan
bahwa:

"vang memberi keputusan tentang permintaan Hak

Penguasaan atas tanah Negara dan tentang Penghentian

atau Pembatalannya, oleh Kepala Inspeksi Agraria",

mengenai daerah tingkat II (Kabupaten) dan Jawatan

(Agraria) untuk keperluan khusus guna

menyelenggarakan tugasnya, jika luas tanahnya tidak

lebih dari 1 hektar, dan oleh Menteri Agraria jika tidak
termasuk dalam ketentuan dalam huruf a (yang tersebut

di atas)”.

Kemudian, oleh Pemerintah diterbitkan PMA 9 Tahun 1965
sebagai suatu ketentuan konversi dari tanah-tanah kepunyaan
pemerintah, vyaitu tanah-tanah tersebut dipergunakan untuk
pelaksanaan tugasnya, maka dikonversi menjadi Hak Pakai (Hak
Pakai ini saya sebutkan Hak Pakai Khusus atau Publikrechtelijk,
yaitu diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dan untuk
pelaksanaan tugasnya.
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Sedangkan selain dikonversi menjadi Hak Pengelolaan, dengan
luas objektifnya (akan luas dibicarakan pada Bab VI) antara lain:

a.
b.
C.

merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
mempergunakan tanah itu untuk pelaksanaan tugasnya;
memberikan hak Pakai kepada pihak ketiga.

Kemudian lagi, oleh Pemerintah telah diterbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 28 Februari 1967
tentang pembagian tugas dan wewenang Agraria, dan dalam
ketentuan nomor 1V ditetapkan sebagai berikut:

1.

Menteri Dalam Negeri atau Direktur Jendral Agraria:
memberikan keputusan mengenai permohonan tanah negara
dengan Hak Pengelolaan oleh badan-badan swa-tantra dan
badan-badan  pemerintahan lainnya yang Dberisikan
wewenang, selain untuk mempergunakan sen- diri sebagian
tanah yang bersangkutan, juga untuk mem-berikannya
kepada pihak-pihak lain dengan Hak Pakai menurut
ketentuan hukum;

memberikan keputusan mengenai permohonan untuk
memperpanjang jangka waktu melepaskan Hak Pengelolaan
tersebut.

Menteri Dalam Negeri atau Direktur Jendral Agraria diberi

wewenang untuk:

1.

Memberi keputusan mengenai permohonan badan-badan
Pemerintah tertentu memperoleh Hak Penguasaan (oleh
karena Hak Penguasaan sudah dikonversi menjadi Hak
Pengelolaan), masalah ini membuat kerancuan fikiran kita
(penulis) atas tanah-tanah Negara dan/atau tanah-tanah hak
dalam suatu daerah tertentu, yang berisikan wewenang
untuk menetapkan perencanaan peruntukan tanah da- lam
daerah tersebut dan mengadakan peraturan-peraturan
tentang pungutan-pungutan dengan tidak mengurangi
pungutan-pungutan oleh instansi pemerintah lainnya yang
dikenakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
memberi keputusan mengenai permohonan untuk mem-
perpanjang waktu atau melepaskan hak penguasaan
tersebut.
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Komentar yang dapat penulis berikan, bahwa sudah ada
keputusan PMA 9 tahun 1965 yang menetapkan konversi Hak
Penguasaan menjadi Hak Pengelolaan dan sudah ditentukan
objektifnya sebagaimana sudah dibicarakan sebelumnya, se-
hingga sebenarnya ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
membingungkan karena tidak jelas lagi objektifnya dan masih saja
dibicarakan Hak Penguasaan ini yang sebenarnya seperti sudah
diuraikan sudah dikonversi menjadi Hak Pengelolaan, dan
seterusnya dinamakan Hak Pengelolaan.

Kemudian, oleh pemerintah ditetapkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan
Hak Pengelolaan tertanggal 5 Januari 1966 yang menetap-  kan
bahwa Hak Pengelolaan itu harus didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Tanah sambil menetapkan membatalkan surat
keputusan Menteri Agraria tanggal 20 Januari 1962, Nomor
Sk.VI/5 Ka dan pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1965. Juga harus didaftarkan semua Hak Pakai,
termasuk yang diperoleh Departemen, Direktorat dan daerah
swatantra lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor
9 Tahun 1965. Dari uraian peraturan menteri tersebut ternyata
kita mengenal Hak Pakai berasal dari Hak Pengelolaan, Hak Pakai
karena ketetapan Pemerintah, dan Hak Pakai untuk keperluan
keagamaan dan sosial yang jangka waktunya tidak terbatas,
selama dipergunakan (pasal 49 ayat 2 UUPA).

Kemudian lagi, diterbitkan surat edaran dari Departemen
Agraria di Jakarta, tertanggal 18 Maret 1966 Nomor DHK/13/38
tentang penjelasan Pasal 19 (1) PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Penjabat yang berwenang membatalkan sesuatu hak, adalah
Deputi Menteri Agraria tersebut pada Nomor 5 tentang Hak Pakai
dan Nomor 6 tentang Hak Pengelolaan (termasuk permohonan
perpanjangan jangka waktunya) atas semua tanah Negara.
Demikian pula, harus dengan persetujuan Deputi Menteri Agraria
(sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional), "Pemberian izin
untuk dengan segera menguasai tanah-tanah yang diperlukan
oleh suatu instansi/badan pemerintah sebagai dimaksud dalam
undang-undang Nomor 2 Tahun 1961.
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Pada Pasal 7 dari edaran tanggal, Jakarta 18 Maret 1966 tersebut

ditentukan luas dari wewenangnya, yaitu meliputi:

a. mengatur dan menetapkan perencanaan peruntukan tanah
(land use planning) dalam daerah tersebut.

b. mengadakan peraturan-peraturan tentang pungutan-pu-
ngutan dengan tidak mengurangi pungutan-pungutan oleh
instansi pemerintah lain yang dikenakan berdasarkan
peraturan-peraturan tersebut.

Demikian konstruksi historis dan/atau sejarah singkat
mengenai keberadaan dan eksistensi Hak Pengelolaan dalam
khasanah paradigma politik hukum agraria-pertanahan di
Indonesia, yang secara tajam dan bernas telah disajikan
analisisnya oleh guru penulis yaitu A.P. Parlindungan se-
bagaimana telah dikonstatir oleh penulis pada bagian di atas.
Menurut pendapat penulis, dari penyajian aspek historis atas
eksistensi Hak Pengelolaan itu dapat ditambahkan analisisnya oleh
penulis yaitu:

Pertama, Hak Pengelolaan itu sesungguhnya diderivasi/
diturunkan dari norma hukum sebagaimana yang telah di-
amanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan
norma hukum yang sangat mendasar yaitu me-ngenai Hak
Menguasai Negara. Terkait dengan hal ini, negara pada prinsipnya
hanya mempunyai kewenangan untuk mengurus (beheer) atas
hak atas tanah di Indonesia, Negara bukan dan/atau tidak
memiliki hak untuk menguasai hak atas tanah tersebut. Oleh
karena negara mempunyai keterbatasan untuk melakukan
pengurusan hak atas tanah itu, terutama dalam hal merencanakan
peruntukannya, maka negara melimpahkan kewe-nangannya
dalam hal pelaksanaan Hak Menguasai Negara itu kepada pihak
ketiga lainnya. Status pihak ketiga yang menerima pendelegasian
kewenangan untuk melaksanakan Hak Menguasai Negara (HMN)
tersebut pada prinsipnya diberikan oleh Negara kepada Badan,
Lembaga dan/atau Instansi Pemerintah dan bukan kepada pihak
ketiga yang bersifat personal dan/atau pihak swasta/partikulir.
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Kedua, bahwa keberadaan Hak Pengelolaan tersebut,
terutama dalam perspektif macam dan jenis-jenis hak yang formal
sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, sama sekali nomenklatur istilah Hak Pengelolaan
itu tidak dikenal dalam ranah dan paradigma politik hukum agraria
di Indonesia. Dalam pendekatan praktis ope-rasional, bahwa
munculnya istilah Hak Pengelolaan dimaksud, adalah merupakan
suatu keniscayaan yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan akan
tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang
terus berkembang di daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Dalam konteks ini penulis berpendapat,
seharusnya dalam pengu- atan dan sekaligus untuk meneguhkan
paham hukum positif (positivisme), dan sekaligus guna
meneguhkan prinsip dan ciri bahwa Indonesia sebagai negara
hukum, sesungguhnya pengaturan hukum tentang keberadaan
dan eksistensi Hak Pengelolaan itu, harus segera dibentuk dan
diatur serta ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang.

Ketiga, hal yang lebih penting lagi terutama dalam konteks
pelaksanaan Hak Pengelolaan tersebut yang secara khusus
ditujukan oleh penulis kepada pemegang haknya harus mem-
punyai komitmen dan dilaksanakan berdasarkan beberapa hal
yang bersifat fundamental sebagai pilar dan atau fondasi dalam
pelaksanaannya, yaitu harus berdasarkan:

- seluruh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara (philo-sophy
of paradigm). Dalam tataran ini tidak boleh terjadi dalam
pelaksanaannya bahwa Hak Pengelolaan itu meng-gerogoti
dan sekaligus merubuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara, pandangan hidup bangsa, dan jiwa kepribadian
seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Jika hal ini terjadi,
maka menurut analisis penulis akan muncul suatu
keguncangan paradigma (shock of paradigm), dan hal ini
sekaligus dapat menyumbat dan memperlambat terwujudnya
cita-cita nasional anak bangsa dan negara Indonesia
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam alinea ke empat
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Berikutnya, pelaksanaan Hak Pengelolaan tersebut secara
praktis operasional di lapangan harus berdasarkan amanat dan
perintah seluruh norma hukum vyang terkait sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm), dalam hal
ini yang harus diutamakan bahwa pengabdian puncak atas
pelaksanaan Hak Pengelolaan tersebut, yaitu mengenai bumi, air
dan ruang angkasa wajib sebesar-besarnya untuk dan demi
mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan bangsa
Indonesia.

Sejalan dengan hak dimaksud, bahwa dalam melaksanakan
Hak Pengelolaan itu, khususnya ditujukan penulis kepada
pemegang haknya, agar dalam pelaksanaannya mengedepankan
dan sekaligus mengutamakan diterapkannya prinsip dan ciri
Indonesia adalah negara hukum (yuridical of paradigm). Dalam
hal ini, ditegaskan penulis bahwa seluruh aparat dan petugas
yang bertindak dan bekerja dalam wadah naungan instansi
dan/atau lembaga negara sebagai pemegang Hak Pengelolaan itu,
harus secara sadar sesadar-sadarnya, bahwa yang ber-sangkutan
dalam konteks menunaikan tugasnya yang berhu-bungan dengan
pelaksanaan Hak Pengelolaan itu, harus benar-benar bertindak
dan bekerja untuk dan atas nama Negara. Intinya, yang
bersangkutan dalam menunaikan tugasnya dila-rang untuk
melakukan praktik-praktik yang sifatnya individual, mencari
keuntungan pribadi, keluarga dan golongan serta pihak tertentu
dan menyakiti serta menyusahkan warga masyarakat. Jika hal ini
terjadi penulis berpendapat akan muncul persoalan-persoalan
hukum yang semakin rumit dan kompleks di bidang agraria-
pertanahan di Indonesia. Sejalan dengan hal ini, praktik-praktik
seperti itu secara mutatis-mutandis dapat melumpuhkan suatu
keinginan yang luhur dari negara untuk meneguhkan prinsip
kedaulatan rakyat dan sekaligus prinsip dan ciri bahwa Indonesia
adalah sebagai negara hukum.
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B. ANALISIS PENGATURAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
PARADIGMATIK

Sebelum penulis menjelaskan secara khusus tentang (Purwo
Santoso dkk, 2002) pengaturan hukum dalam hal pelaksanaan
untuk melakukan perencanaan, peruntukan dan persediaan hak
atas tanah terkait (Abdurrahman, 1983) dengan pelaksanaan
manajemen Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah, bumi, air dan
ruang angkasa, untuk itu sebelumnya penulis akan menyajikan
analisis tentang pengaturan hukum HPL dimaksud dalam per-
spektif yang bersifat paradigmatik. Acuan mendasar sebagai dasar
pijakan penulis untuk melakukan analisis terhadap konten
dimaksud fokus pembahasannya dititikberatkan kepada amanat
Konstitusi Negara. Hal ini dimaksudkan amanat konstitusi Negara
itu, tentu merujuk kepada amanat dan perintah berdasarkan
segala norma, dan prinsip-prinsip hukum vyang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Norma hukum yang terkait dengan hal ini, adalah merujuk kepada
perintah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar dimak-sud, yang
menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika dianalisis
dalam pendekatan filosofi (philosophy of paradigm) sesungguhnya
Pasal 1 ayat (2) dimaksud memberi amanat dan perintah kepada
penyelenggara Negara dalam konteks melak-sanakan pelayanan
publik, tentu dalam hal ini termasuk juga dalam hal pelaksanaan
Hak Pengelolaan (HPL) atas bumi, air dan ruang angkasa
tersebut, harus mengutamakan dan menjunjung tinggi kepada
beberapa prinsip yang sifatnya mendasar, satu diantaranya
adalah:

- harus meneguhkan paham Negara untuk menjunjung tinggi
prinsip kedaulatan rakyat;

- mengutamakan prinsip demokratis;

- mengutamakan prinsip negara hukum; dan

- mengutamakan prinsip check's and balances, yaitu prinsip
saling mengawasi dan saling mengimbangi diantara semua
Lembaga Negara vyaitu lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif.
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Berkenaan dengan hal dimaksud, maka dalam konteks me-
laksanakan (Moh. Mahfud MD, 2012) politik hukum khususnya
(Irawan Soerodjo, 2003) tentang manajemen perencanaan,
peruntukan, pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap bumi, air
dan ruang angkasa terutama terkait dengan pelaksanaan Hak
Pengelolaan (HPL) tentu dalam hal ini status tanah hak
pengelolaan yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam), dalam pelaksanaannya harus-lah
mengutamakan kepada beberapa prinsip yang secara filosofis
dikehendaki dan sekaligus diamanatkan oleh konstitusi Negara
khususnya atas amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Dalam hal ini
penulis menyampaikan khususnya yang ditujukan kepada Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam pelaksanaannya tidak
boleh terjadi pelanggaran dan/atau pembangkangan, termasuk
juga penyumbatan terhadap terlaksananya beberapa prinsip dasar
sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut. Sejalan de-ngan hal
ini, seharusnya pihak BP Batam memfungsikan dirinya sebagai
cerminan dan sekaligus perwujudan dari suatu Negara untuk
memberikan pelayan publik yang optimal kepada ma-syarakat,
yang pada intinya atas hasil pengelolaan bumi, air dan ruang
angkasa dalam konteks melaksanakan manajemen perencanaan,
peruntukan, persediaan dan pemeliharaan hak atas tanah dengan
status Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan oleh negara kepada
BP Batam itu, sekali lagi diingatkan penulis bahwa hasil akhir
harus (Dharma Setyawan Salam, 2003) dapat menjamin
terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat dan sebesar-besarnya
hanya dipersembahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan
masyarakat yang adil, makmur dan berdaulat dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait dengan hal tersebut diatas, sangat patut diingatkan
kembali oleh penulis semua aparat dan para petugas di ling-
kungan BP Batam tersebut (Andi Hamzah, 1992) menghindari
segala bentuk praktik yang sifatnya transaksional. Artinya, pihak
BP Batam harus mempunyai kesadaran yang ikhlas dan paripurna,
bahwa BP Batam sejatinya hanya bertindak sebagai kuasa dari
Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengelola hak atas
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tanah di wilayah Batam dengan status Hak Pengelolaan (HPL).

Dengan perkataan lain, seharusnya pihak BP Batam dalam

menyelenggarakan semua aspek proses administrasi pelayanan

publik harus mengutamakan kepada prinsip-prinsip sebagaimana

yang diamanatkan secara filosofi (philosophy of paradigm) yang

dalam pelaksanaannya wajib mengutamakan kepada prinsip-

prinsip:

- harus meneguhkan paham Negara untuk menjunjung tinggi
prinsip kedaulatan rakyat;

- mengutamakan prinsip demokratis;

- mengutamakan prinsip Negara hukum; dan

- mengutamakan prinsip check's and balances, yaitu prinsip

saling mengawasi dan saling mengimbangi diantara semua
Lembaga Negara vyaitu lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif, dan akhir dari semua proses yang dilaksanakan
secara empiris di lapangan, (Bachtiar Efendie, 1983) adalah
sebesar-besarnya untuk mewujudkan suatu keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh masyarakat khususnya yang
bertempat tinggal di wilayah Kota Batam. Hal ini juga harus
memberikan jaminan dan kepastian untuk tetap tegak dan
terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat demi mewujudkan
peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi
seluruh masyarakat di Kota Batam.

Pada sisi lain, tentu masih dalam spektrum untuk me-lakukan
analisis dari perspektif yang sifatnya paradigmatik, bahwa dalam
melaksanakan perwujudan (Karel Phil Erari, 1999) tindakan
manajerial yaitu berupa perencanaan, peruntukan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, tentu dalam konstelasi
pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap hak atas tanah di
wilayah Kota Batam tersebut, yang secara yuridis formal HPL
dimaksud dikuasai dan terdaftar atas nama BP Batam, maka
dalam pelaksanaannya juga harus mengutamakan untuk
terlaksananya amanat dan perintah Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Bagi suatu
Negara yang telah menegaskan dalam konstitusinya sebagai
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Negara hukum, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum (/aw
enforcement) harus berkomitmen untuk menegakan prinsip dan
ciri Negara hukum. Prinsip Negara hukum paling tidak harus
memenuhi tiga persyaratan yang bersifat pokok dan fundamental,
yang meliputi:

- penjunjungan yang tinggi terhadap hukum itu sendiri

(supreme of law);

- kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law);
- untuk menegakkan hukum harus berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku (due process of law).

Sedangkan ciri Negara hukum juga mengandung tiga para-
meter yang penting dan bersifat fundamental, yang meliputi:

- penjunjungan yang tinggi terhadap pelaksanaan Hak Asasi

Manusia;

- Pengadilan dan hakim yang merdeka; dan
- komitmen untuk melaksanakan asas legalitas.

Atas prinsip dan ciri Negara hukum sebagaimana tersebut,
sekali lagi penulis berpendapat, seharusnya pihak BP Batam dalam
konteks melaksanakan sistem manajemen HPL itu, terhadap
sebagian besar wilayah dan/atau satuan bidang hak atas tanah di
Kota Batam, dalam pelaksanaannya harus meng-utamakan
amanat dan perintah atas ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

C. PENGATURAN HUKUM DALAM PENDEKATAN PARA-

DIGMATIK PRAKTIS OPERASIONAL

Dalam bagian ini penulis akan menyajikan analisis secara
khusus terkait dengan pengaturan hukum manajemen Hak
Pengelolaan (HPL) atas hak tanah yang dikuasai dan terdaftar
atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) di wilayah Kota
Batam. Pengaturan hukum yang dimaksud, tentu dalam hal ini
berfungsi sebagai alat hukum terutama dalam hal menegakkan
hukum yang sebenarnya terkait dengan peren-canaan,
peruntukan, persediaan dan pemeliharaan terhadap tanah, air dan
ruang angkasa yang merupakan bagian dari sumber dan potensi
kekayaan nasional bangsa dan Negara Republik Indonesia.



30 KONTRUKSI POLITIK HUKUM HAK ATAS TANAH UNTUK ... KOTA BATAM

Pendekatan paradigmatik operasional ter-sebut dimaksudkan
penulis, bahwa substansi pengaturan hukum yang merupakan
dasar hukum untuk melaksanakan secara praktis di lapangan
terkait dengan HPL itu, fokus bahasannya adalah merujuk kepada
beberapa produk peraturan perundang-undangan di bidang
hukum agraria-pertanahan. Satu diantara peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar rujukan dan yang merupakan
pondasi sentral adalah amanat dan perintah ber-dasarkan norma
hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang
undang-undang ini dalam tatanan praktis operasional di lapangan
lazim dan sering disebut, disingkat dan ditulis dengan UUPA.
Dalam hal ini dapat dijelaskan, bahwa sesungguhnya yang
merupakan norma dasar pengaturan hukum atas diberlakukannya
HPL tersebut adalah menginduk kepada norma hukum yang
mengatur tentang Hak Menguasai Negara (HMN).

Terkait dengan hal dimaksud, bahwa salah satu norma
hukum yang akan dirujuk sebagai landasan hukum dan/atau
pengaturan hukum (M. Solly Lubis, 2000) yang sangat funda-
mental berkenaan dengan HPL tersebut, sejatinya diturun-  kan
dan/atau  diderivasi secara  paradigmatik  konstitusional
(constitutional of paradigm) adalah berasal dari Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam konteks
melaksanakan konstruksi politik hukum agraria-pertanahan di
Indonesia, postulat pengaturan norma hukumnya sudah sangat
terang benderang, konkret dan jelas, yaitu disebutkan, bahwa
atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, terutama dalam hal-
hal yang dimaksudkan yaitu atas se-luruh wilayah Indonesia
adalah merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, terkait dengan
keberadaan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat, demikian norma hukum secara mendasar tentang Hak
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Pengelolaan (HPL) itu dalam konstelasi pendekatan yang sifatnya

paradigmatik konstitusional (constitutional of paradigm).

Untuk pengaturan hukum khusus mengenai Hak Pe-ngelolaan
(HPL), terutama dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatik
praktis operasional sesungguhnya pengaturan hukum tentang HPL
itu, telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Per-aturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa: Hak Menguasai Dari
Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal 2 ini memberi
wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggu-
naan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

¢c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Lebih lanjut, dalam ayat (3) pasal ini, ditegaskan: wewenang yang
bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat
(2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia
yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
Secara tegas dalam ayat (4) pasal ini diatur yaitu bahwa hak
menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak ber-
tentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam bagian berikut ini
lebih lanjut penulis akan menyampaikan beberapa produk
pengaturan hukum sebagai landasan pengaturan hukum yang
secara khusus memberi kewenangan secara yuridis formal kepada
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang diberikan kuasa oleh
Pemerintah untuk melaksanakan tugas, pokok, fungsi dan
kewenangannya guna melakukan perencanaan, peruntukan,
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persediaan, dan pemeliharaan terhadap hak tanah, bumi, air dan
ruang angkasa dengan status Hak Pengelolaan (HPL) terhadap
sebagian besar hamparan bidang tanah di wilayah Kota Batam,
yaitu dalam konteks melaksanakan suatu kebijakan pemerintah,
dimana Kota Batam ditetapkan sebagai daerah Industri, jasa dan
perdagangan. Dalam pada itu, dapat dijelaskan bahwa pada
awalnya pengelolaan Kota Batam berada di bawah kewenangan
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dikenal
dengan Otorita Batam, tetapi dalam perkembangannya Otorita
Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam
yang dikenal dengan BP Batam. Adanya BP Batam sebagai suatu
badan otorita di pulau Batam tidak lepas dari beberapa dasar
hukum yang menjadi landasan berdiri dan adanya BP Batam.
Beberapa produk pengaturan hukum sebagai landasan atas
keberadaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), tentu dalam
konteks BP Batam mempunyai status dan kewenangan secara
hukum sebagai pemegang HPL, yaitu berdasarkan:
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengem-
bangan Pembangunan Pulau Batam; Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;

- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1971 tentang Penun-
jukan dan Pemanfaatan Beberapa Wilayah Usaha Bonded
Ware-house Di Daerah Pulau Batam;

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977
tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah
Industri Pulau Batam;

- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Pene-tapan
Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha
Bonded Warehouse;

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang
Pembentukan Kotamadya Batam Di Wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Riau;

- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan
Kerja Antara Kotamadya Batam Dengan Otorita Pengem-
bangan Daerah Industri Pulau Batam;
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Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penam-
bahan Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan
Penetapannya Sebagai Wilayah Bonded Warehouse;
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penam-
bahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam
dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat;
Surat Keputusan Ketua BPN Nomor 9-VIII-1993 tentang
Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau
Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau Sekitarnya;
Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 tentang Pe-
nyempurnaan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973
Tentang Daerah Industri Pulau Batam; dan
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dan juga merupakan

dasar pengaturan hukum atas keberadaan Badan Pengusahaan
Batam (BP Batam) yang mempunyai kewenangan Hak Penge-
lolaan (HPL) dalam hal menguasai peruntukan, perencanaan,
persediaan, dan pemeliharaan terhadap sebagian besar hak atas
tanah di wilayah Kota Batam, yaitu berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
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Keputusan Bersama Walikota Batam dan Ka. OB Nomor
05/SKB/HK/VI/2000 tentang Pembentukan dan Susunan Tim
Perancang Draft Peraturan Pemerintah Tentang Pengaturan
Hubungan Kerja Pemerintah Kota Batam dengan Badan Otorita
Batam;

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000 tentang Per-
ubahan Keempat Atas Kepres Nomor 41 Tahun 1973 tentang
Daerah Industri Pulau Batam;

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Per-ubahan
Kelima Atas Kepres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah
Industri Pulau Batam;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Ka-
wasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Per-
ubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pe-
ngelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Keputusan Pre-
siden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan
Perdagangan Bebas; Peraturan Ketua BP Batam Nomor 3
Tahun 2008 tentang Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008
tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perda-gangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3
Tahun 2008 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam; dan Surat Keputusan Ketua BP
Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
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Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/19/DK-BTM/X/2010
tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pada sisi lain, terutama pada pendekatan yang lebih teknis
beberapa produk pengaturan hukum yang harus dipedomani
dalam konteks pelaksanaan HPL oleh BP Batam tersebut, dan
diintegrasikan kepada sistem Pemerintahan dalam rezim oto-nomi
daerah, dalam pelaksanaannya pihak penyelenggara Hak
Pengelolaan dimaksud, tentu dalam hal ini BP Batam harus
mempedomani atas keberlakuan pengaturan hukum yang ter-kait,
satu diantaranya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Pengaturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya ketentuan Pasal 19
mengenai pendaftaran tanah;

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan
Ruang;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Peme-
rintahan Daerah, dan secara lebih teknis lagi khusus yang
terkait untuk melaksanakan pendaftaran tanah dan konso-lidasi
tanah di wilayah Kota Batam, dasar pengaturan hukumnya
harus merujuk dan berpedoman kepada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang
Pendaftaran Tanah; dan

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi
Tanah.

Terhadap berbagai produk pengaturan hukum sebagaimana
tersebut di atas, baik itu pengaturan hukum yang yang bersifat
organik (paradigmatik operasional) maupun pengaturan hukum
bersifat teknis yang memberikan petunjuk secara praktis
operasional tentang keberadaan Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam), terutama yang terkait (P.Davis Kenneth, 1976) dengan
manajemen dan pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap
sebagian besar hak atas tanah di wilayah Kota Batam, menurut
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pendapat dalam mengimplementasikan pengaturan hukum ter-

sebut, secara filosofi tidak boleh bertentangan dengan segala

ketentuan yang sudah diamanatkan dalam konstitusi Negara.

Terkait dengan hal ini secara lebih khusus lagi bahwa dalam

melaksanakan HPL dimaksud menurut pendapat penulis paling

tidak harus memenuhi dan dilaksanakan berdasarkan kepada
ketiga ketentuan pokok yang bersifat fundamental sebagai
jangkar dan pondasi terkait dengan pelaksanaan HPL dimaksud
khususnya terhadap manajemen perencanaan, peruntukan,
persediaan dan pemeliharaan terhadap bumi, air dan ruang
angkasa di wilayah Kota Batam tentu hal ini diintegrasikan dengan
pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang menetapkan bahwa Kota

Batam sebagai salah satu kawasan Free Trade Zone (F72). Tiga

jangkar utama yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam

melaksanakan HPL dimaksud, yaitu harus berdasarkan kepada:

- seluruh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik
Indonesia (philosophy of paradigm);

- mengutamakan terhadap perintah dan amanat norma hukum
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm);

- mengutamakan prinsip dan ciri bahwa Indonesia adalah
sebagai Negara hukum (yuridical of paradigm).

Melalui tiga jangkar utama sebagai dasar pengaturan hukum
yang bersifat fundamental tersebut, tentu pada gilirannya dapat
memberikan sekaligus mewujudkan untuk tetap tegaknya prinsip
kedaulatan rakyat dan sekaligus hal itu akan mampu
menghantarkan bangsa Indonesia dalam upaya mempercepat
terwujudnya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan eko-nomi
bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya memastikan untuk
terjadinya percepatan Negara Indonesia yang berkesejah-teraan
(welfare state).

Kembali kepada topik yang dibahas dalam substansi ini, yaitu
yang terkait dengan aspek historis penerapan lembaga Hak
Pengelolaan atas tanah di Indonesia, perjalanan dari sisi proses
pembentukan undang-undang khusus mengenai Hak Pengelolaan
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itu, status hukumnya akan dipermanenkan dalam bentuk undang-
undang. Hal ini jelas secara terang benderang, bahwa eksistensi
Hak Pengelolaan dimaksud norma hukumnya telah diatur dan
ditetapkan sedemikian rupa dalam rumusan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Pertanahan yang saat ini sedang dalam
pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Komisi II di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Konstruksi dan
postulat norma hukum Hak Pengelolaan yang diatur dalam RUU
dimaksud, secara tegas disebutkan bahwa sesungguhnya Hak
Pengelolaan itu bukan Hak Atas Tanah, tetapi Hak Menguasai
Negara yang sebagian kewenangannya dilim-pahkan kepada
pemegang haknya. Oleh karena Hak Pengelolaan itu mempunyai
sifat publik, maka badan hukum yang dapat menjadi pemegang
Hak Pengelolaan harus memenuhi per-syaratan tertentu.

Menurut penulis, para pembuat dan perumus Naskah
Akademik (NA) dalam konteks pembuatan RUU tentang Per-
tanahan dimaksud masih mempunyai sikap konsistensi yang
bertanggung jawab untuk memaknai keberadaan Hak Penge-
lolaan dimaksud. Dalam Hal ini norma Hak Pengelolaan yang
dirumuskan dalam RUU Pertanahan tersebut bangunan fon- dasi
paradigma politik hukumnya masih sejalan dan konsisten terhadap
norma hukum dasar yang sifatnya paradigmatik konstitusional
(constitutional of paradigm) yaitu dengan merujuk ketentuan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya melalui
Pasal 33 Undang-Undang Dasar tersebut bahwa mengenai bumi,
air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Menurut
pendapat penulis dalam implementasinya bahwa seluruh kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya itu tentu dalam hal ini meliputi
bumi, air dan ruang angkasa, dari aspek paradigmatik filosofi
(philosophy of  paradigm), sebesar-besarnya harus
dipersembahkan untuk dan demi kemakmuran rakyat.

Konstruksi pengaturan norma hukum mengenai eksistensi
Hak Pengelolaan dalam RUU Pertanahan dimaksud, penulis
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memberikan apresiasi khusus kepada putra terbaik bangsa, dalam
hal ini ditujukan penulis kepada anak bangsa yang ter-pelajar dan
mempunyai kebersihan hati untuk tetap mem-pedomani
ketentuan mendasar Hak Menguasai Negara sebagai-mana norma
hukumnya telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Artinya, para pembuat dan perumus RUU Per-tanahan dimaksud,
sudah mendudukkan pengertian Hak Penge-lolaan tersebut dalam
konstruksi yang benar, karena definisi Hak Pengelolaan yang
tercantum dalam RUU Pertanahan tersebut, dikatakan secara
tegas bahwa Hak Pengelolaan itu bukanlah merupakan suatu #Zitle
resmi dalam tatanan mengenai macam dan jenis hak atas tanah
dalam perspektif konstruksi politik hukum agraria-pertanahan di
Indonesia. Dalam tataran para-digmatik operasional, bahwa
sesungguhnya keberadaan Hak Pengelolaan dimaksud cantolan
dasar hukumnya adalah berasal dan diturunkan dari Hak
Menguasai Negara (HMN).

Dalam perspektif yang sifatnya praktis operasional di
lapangan, terutama ketika Hak Pengelolaan itu diimplementasi-
kan, dasar pelaksanaannya diperoleh dari pelimpahan kewe-
nangan yang dimiliki oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
yang mewakili rakyat Indonesia dalam rangka pengaturan,
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tegas rumusan norma
hukum mengenai Hak Pengelolaan yang dikonstatir dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan tersebut,
secara eksplisit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak
Pengelolaan adalah Hak Menguasai Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Demikian sajian analisis singkat dari penulis mengenai aspek
historis tentang Hak Pengelolaan. Dalam kesempatan ini penulis
mendoakan, agar proses pembahasan RUU Pertanahan dimaksud
dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlampau lama.
Dalam pembahasannya penulis menghimbau agar tidak terjadi
intervensi kepentingan politik dari pihak manapun.
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Secara paradigma politik hukum dalam konteks melaksanakan
proses pembentukan undang-undang sejatinya sebuah undang-
undang itu diproses semata-mata hanya untuk kepentingan
rakyat. Beranjak dari teori Jeremy Bentham yaitu teori kebaha-
giaan (utilitarianisme), dalam hal ini penulis berpendapat tidak
ada artinya sebuah negara rajin dan terampil untuk membentuk
peraturan perundang-undangan, apabila dalam pelaksanaannya
tidak memberikan garansi dan/atau jaminan guna terwujudnya
rasa kebahagiaan (utilitarianisme) bagi seluruh rakyat.

Dalam pada itu, menurut penulis terutama dalam konteks
melaksanakan seluruh rangkaian proses pembentukan RUU Per-
tanahan dimaksud, yang khususnya ditujukan kepada pihak
eksekutif dan legislatif yang mempunyai kewenangan mem-bentuk
undang-undang tersebut, dalam hal ini penulis meng-ingatkan
agar dalam pelaksanaan proses pembentukannya mengedepankan
sekaligus mengutamakan kepada tiga prinsip mendasar vyaitu
sebagai pilar dan/atau pondasi yang wajib dipedomani,
berdasarkan:

Pertama, harus merujuk dan berdasarkan kepada seluruh
nilai-nilai Pancasila, sebagai Dasar Negara, jiwa dan kepribadian
bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara. Prinsip dasar ini
disebut juga dengan istilah philosophy of paradigm. Prinsip ini
tidak boleh dilanggar dan prinsip/asas ini tidak perlu diper-
debatkan lagi, karena sudah merupakan paradigma politik hukum
yang permanen dan tetap dalam wadah Negara Kesa-tuan
Republik Indonesia. Jika paradigma ini ditentang dan/atau dilawan
bahkan tidak direalisasikan dalam proses pembentukan undang-
undang dimaksud, menurut penulis akan terjadi suatu guncangan
paradigma (shock of paradigm).

Kedua, harus mempedomani segala amanat norma hukum
yang tercantum dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, harus mempedomani dan berdasarkan bahwa
Indonesia adalah Negara hukum. Dalam konteks melaksanakan
proses pembentukan undang-undang (law making process) RUU
Pertanahan dimaksud pilar kedua dan ketiga ini menurut pendapat
penulis jika wajib dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung
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jawab oleh pihak yang berkewenangan untuk membentuk
undang-undang dimaksud. Jika hal ini tidak diterapkan dan/atau
diabaikan dalam pelaksanaannya menurut penulis juga akan
terjadi keguncangan paradigma (shock of paradigm).

Demikian juga ketika dilaksanakan proses secara konkret dari
semua tahapan pembentukan undang-undang dimaksud vide
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penulis sekali lagi
mengharapkan agar tidak terjadi segala bentuk intervensi dari
pihak dan/atau golongan manapun juga. Hal ini untuk
menghindari terjadinya penggerogotan, bahkan penenggalaman
terhadap tiga pilar pokok yang sifatnya para-digmatik
sebagaimana yang telah dikemukakan penulis pada bagian di
atas. Penulis mensinyalir untuk substansi RUU tentang Pertanahan
ini kerap kali adanya intervensi dari pihak ketiga lainnya, karena
memang dari aspek ekonomi, khusus mengenai keberadaan hak
atas tanah menempati posisi yang sangat strategis dan
fundamental. Asumsi penulis adanya keterlambatan proses
pembentukan RUU tentang Pertanahan itu bisa jadi adanya
getaran politis yang turut memengaruhi tersendat-sendatnya
proses pembahasan RUU tentang Pertanahan dimaksud.

Dalam pada itu, kembali penulis mengingatkan, ketika RUU
tentang Pertanahan tersebut nantinya setelah disahkan menjadi
Undang-Undang, penulis berharap dalam implementasinya tentu
ditujukan kepada pihak eksekutif, agar dalam pelaksanaannya
tetap mengutamakan kepada beberapa hal yang sifatnya prin- sip
sebagaimana dimaksud dalam tiga pilar pokok sebagai paradigma
politik hukum dalam menjalankan kebijakan agraria-pertanahan di
Indonesia. Hal ini perlu dilaksanakan untuk memastikan
terwujudnya rasa kebahagiaan (utilitarianisme) bagi dan untuk
kepentingan seluruh masyarakat di bumi ibu pertiwi, dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berdaulat,
berkeadilan dan berkemakmuran. O
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Implementasi Sistem
dan Manajemen Hak Pengelolaan (HPL)
oleh BP Batam

penjelasan terkait dengan implementasi dalam konteks

menjalankan proses secara sistematik berkenaan dengan
sistem dan manajemen mengenai pelaksanaan Hak Pengelolaan
(HPL) yang diberikan mandat dan kuasa oleh Pemerintah kepada
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) untuk (T. William
Patterson, 1979) melaksanakan proses pe-rencanaan, peruntukan,
persediaan dan pemeliharaan hak atas tanah yang sebagian besar
tanah di wilayah Kota Batam yang dalam hal ini HPL tersebut
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam). Kosa kata implementasi secara etimologis mempunyai
makna  berarti melaksanakan sesuatu. Konten  untuk
melaksanakan sesuatu itu tentu dalam hal ini terkait dengan
pelaksanaan HPL itu sendiri secara teknis operasional di lapangan,
dimana sebagai aktor penyelenggara adalah pihak BP Batam itu
sendiri, dalam rangka menunaikan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangannya sebagai suatu badan dan/atau institusi yang
diberikan hak secara vyuridis for-mal dalam melaksanakan
kebijakan pemerintah yaitu dalam konstelasi pelaksanaan Free
Trade Zone (F7Z) di Kota Batam, dan tentu dalam hal ini
termasuk juga untuk daerah Kabupaten Bintan dan Kabupaten
Karimun.

Dalam bagian ini, lebih lanjut penulis akan menyajikan

41
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Sedangkan kosa kata sistem, dimaksudkan adalah merupakan
salah satu tindakan dan/atau pekerjaan yang bersifat manajerial,
yang secara singkat arti kata sistem itu adalah merupakan satu
kesatuan yang terdiri atas komponen atau beberapa elemen yang
harus diintegrasikan secara menyeluruh dan komprehensif untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam pada itu, dapat dijelaskan kosakata terkait dengan
kata manajemen. Secara etimologis bahwa yang dimaksudkan
dengan manajemen adalah suatu bentuk seni dalam upaya
menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan melibatkan orang
dan/atau pihak lain. Secara singkat, bahwa dalam pende-katan
yang sifatnya praktis operasional artinya bahwa dalam
melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya
melalui orang lain harus dipimpin oleh seorang manajer yang
mempunyi tugas pokok untuk mengatur dan mengarahkan orang
lain tersebut dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan.
Berkenaan dengan hal ini, tentu dalam konteks melaksanakan Hak
Pengelolaan oleh BP Batam tersebut, tentu secara empiris di
lapangan yang bertindak sebagai manajer adalah Pimpinan dari
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut. Perlu disadari
bahwa pimpinan dan/atau kepala BP Batam itu dalam rangka
menunaikan tugas pokok fungsi dan kewenanganya sesung-
guhnya dalam aspek pelayanan publik yang bersangkutan
bertindak untuk dan atas nama Negara.

Tujuan yang akan dicapai atas diselenggarakannya Hak
Pengelolaan (HPL) atas sebagian besar hak atas tanah di Wilayah
Kota Batam, pertanggungjawabannya harus sesuai dan
berdasarkan (Oloan Sitorus dan Nomadyawati, 1995) kepada
tujuan nasional sebagai cita-cita luhur atas kemerdekaan bang-sa
Indonesia yang berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan kata lain, atas hasil pelaksanaan Hak
Pengelolaan (HPL) tersebut pertanggungjawabannya harus
diselaraskan dan berdasarkan kepada amanat dan perintah alinea
ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan:
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“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pe-
merintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencer-
daskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang ter-
bentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indo-nesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pendekatan praktis operasional di lapangan,
sesungguhnya pelaksanaan manajemen status tanah Hak
Penegelolaan (HPL) tersebut, ternyata belum dikelola secara
maksimal oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Luas
seluruh wilayah Kota Batam seluas 159.500 hektar, sebenarnya
status tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai dan terdaftar atas
nama BP Batam sekitar 80% atau sama dengan seluas 127.600
hektar. Kondisi di lapangan status tanah HPL 127.600 hektar
tersebut yang telah didaftar baru mencapai 70% (89.320 hektar),
yang belum didaftar/tidak memiliki sertifikat 30% (38.280 hektar)
dan tentang hal ini penulis menyajikannya dalam bentuk grafik
pada halaman 44 berikut.

Berdasarkan tampilan grafik dimaksud, benar secara nyata
saat ini keseluruhan luas wilayah Kota Batam sebagian besar (80
%) dan/atau seluas 127.600 hektar status hak tanahnya, adalah
berstatus Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan terdaftar atas
nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dari 127.600 hektar
tersebut yang sudah didaftar baru 70% atau seluas 89.320
hektar, dan yang belum didaftar/belum bersertipikat seluas 30%,
atau seluas 38.280 hektar.
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Grafik 1: Luas Laban Status Tanah
Hak Pengelalaan {HPL) di Wilayah Kota Batam

W Luas Tanah HPL
Terdattar BP Batam
= 127.600(80%)

Luas Tanah Belum
Terdaftar di BP
Batam = 31 800
{20%)

Sumber data: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), April 2016.

Dengan kondisi yang demikian, seharusnya pihak BP Batam
bersama dengan pihak terkait tentu dalam hal ini pihak
pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam, untuk
segera secara fokus dan berkelanjutan melaksanakan manajemen
perencanaan, peruntukan, persediaan dan peme-liharaan atas
status tanah HPL tersebut. Dalam pelaksanaannya tentu dengan
menerapkan secara konsisten teori Jeremy Bentham, yaitu dalam
rangka mewujudkan rasa kebahagiaan (utilitarianisme) bagi warga
masyarakat di Kota Batam, dalam upaya mewujudkan prinsip
kedaulatan rakyat dan sekaligus peningkatan dan pemerataan
pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat Kota Batam.
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A. MANAJEMEN PERENCANAAN TERPADU

Pada bagian perencanaan ini, terutama dalam proses
pembuatannya harus dilakukan secara terpadu. Tindakan
manajemen perencanaan atas pelaksanaan Hak Pengelolaan
(HPL) tersebut, merupakan tindakan yang sangat penting dan
fundamental. Hal ini dimaksudkan agar beberapa hal yang telah
diamanatkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan
itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik itu dalam
perspektif dan/atau pendekatan yang bersifat para-digmatik
filosofi (philosophy of paradigm) dan/atau bersifat (Idham, 2013)
paradigmatik konstitusional (constitutional of paradigm) dan
sekaligus yang bersifat paradigmatik yuridis (yuridical of
paradigm) dapat diwujudkan terutama dalam  konteks
meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus pemerataan
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini penting merupakan
tolok ukur yang paling utama khususnya dikaitkan dengan
perwujudan cita-cita nasional anak bangsa sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada sisi
lain, hal ini juga sudah sejalan dengan penetapan teori utama
dalam buku ini vyaitu teori Jeremy Bentham, vyaitu teori
kebahagiaan (utilitarianisme), artinya negara dan pemerintah
harus mempunyai kemauan politik secara paripurna untuk
menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang telah
diamanatkan terutama di bidang hukum agraria dan/atau
pertanahan. Kata Bentham, tidak ada artinya bagi masyarakat,
apabila semua produk peraturan peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat oleh pihak yang berkewenangan tentu dalam
hal ini oleh pihak eksekutif dan legislatif, apabila tidak mem-
berikan jaminan untuk terwujudnya rasa kebahagiaan bagi
masyarakat.

Kembali kepada topik utama yang dianalisis dalam bagian ini
yaitu harus segera dilaksanakan dan/atau dibuatnya tindakan
manajemen perencanaan yang terpadu dalam hal pelaksanaan
perencanaan, peruntukan, persediaan dan/atau pemeliharaan
terhadap status tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan
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terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
tersebut, menurut pendapat penulis salah satu tindakan yang
penting untuk dilaksanakan pihak-pihak terkait adalah dengan
segera membentuk panitia kerja secara khusus seperti tim
terpadu yaitu antara pihak Pemerintah Kota Batam dengan pihak
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Substansi perencanaan
yang terpadu tersebut, langkah awal yang harus dikerjakan
adalah melakukan penyesuaian dan sekaligus verifikasi terkait
dengan perencanaan pemetaan bidang tanah. Sebagai acuan
dasar hukum dalam melaksanakan verifikasi terhadap pemetaan
bidang tanah di wilayah Kota Batam itu harus merujuk dan
berdasarkan produk peraturan hukum sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam yang
mengatur dan menetapkan secara khusus mengenai peren-canaan
dan penataan ruang wilayah Kota Batam. Pada sisi yang
bersamaan, tentu bagi pihak Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam) dalam hal melakukan pemetaan terhadap bidang hak
tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) tersebut juga harus
merujuk dan berpedoman kepada semua produk pengaturan
hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada
bagian di atas.

Penyiapan data pemetaan dimaksud (Idham, 2014) secara
paradigmatik operasional sangat penting. Urgensinya adalah
untuk menjamin terwujudnya akurasi dan validitas terhadap hasil
pengukuran. Tentu secara teknis untuk penyiapan data pemetaan
ini secara kadesteral dan/atau recht kadaster secara yuridis
formal untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan amanat
dari produk peraturan perundang-undangan khususnya
berdasarkan amanat dan perintah Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pekerjaan ini dapat
dilaksanakan, tentu secara teknik operasional sebelumnya telah
ditentukannya titik ikat untuk masing-masing Desa dan/atau
Kelurahan. Keberadaan titik ikat ini, secara yuridis formal sebagai
tempat untuk menetapkan titik-titik simpul koordinat guna
mewujudkan akurasi data yang valid terutama terhadap hasil
pengukuran dan peta-peta bidang tanah yang merupakan
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dokumen dasar dalam melanjutkan kegiatan pendaftaran
khususnya untuk status tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam). Untuk menyiapkan data peta bidang tanah ini, secara
yuridis yang berkewenangan untuk melaksanakan di lapangan
adalah tunggal yaitu dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan
Kota Batam. Dalam pada itu, dapat dijelaskan meskipun secara
yuridis formal bahwa pihak Badan Pengusahaan Batam (BP)
berdasarkan segala bentuk peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, ter-
utama dalam konteks penyiapan data dan/atau dokumen peta
bidang tanah atas setiap Desa dan/atau Kelurahan tersebut, untuk
hal ini pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) juga harus
menyiapkan seluruh dokumen dalam rangka penyiapan data peta
bidang tanah itu, dan pelaksanaannya secara yuridis formal wajib
dikerjakan secara terpusat oleh pihak Kantor Pertanahan Kota
Batam.

Berdasarkan penjelasan di atas, terutama dalam melak-
sanakan manajemen perencanaan, peruntukan, persediaan dan
pemeliharaan atas status tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam) merupakan suatu keharusan dan/atau suatu keniscayaan
untuk segera dibentuk suatu tim kerja yang sifatnya terpadu. Tim
kerja terpadu ini tentu anggota dan struktur timnya terdiri atas
staf dan/atau petugas yang terkait dari pihak Pemerintahan Kota
Batam, dan dengan staf dan/atau petugas dari Kantor Pertanahan
Kota Batam, kemudian juga harus dilibatkan staf dan/atau
petugas dari pihak Kantor Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Salah satu tugas pokok dari tim kerja terpadu ini adalah
melakukan pendataan secara akurat terhadap semua bukti yuridis
dan bukti fisik atas alas hak tanah di wilayah Kota Batam, baik itu
satuan dan/atau hamparan bidang tanah yang dikuasai dan
terdaftar dengan status hak tanah Hak Pengelolaan (HPL),
demikian juga terhadap status tanah non HPL, yaitu tanah yang
masih di bawah penguasaan Negara yang manajemen
perencanaan, peruntukan, persediaan dan pemeliharaan yang
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merupakan kewenangan oleh dan dari Pemerintahan Kota Batam.
Dengan perkataan lain, keanggotaan tim kerja terpadu ini adalah
terdiri dari tiga pihak instansi dan/atau lembaga, yaitu pihak
Pemerintahan Kota Batam, pihak Kantor Pertanahan Kota Batam
dan pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Pekerjaan berikutnya yang harus dilaksanakan oleh tim kerja
terpadu itu adalah menyusun jadwal yang akurat guna
melaksanakan manajemen perencanaan, peruntukan, persediaan
dan pemeliharaan terhadap status tanah dengan status Hak
Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan terdaftar atas nama Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut. Satu diantara pekerjaan
yang penting untuk dilakukan adalah melaksanakan pekerjaan
dalam rangka menyiapkan data pemetaan bidang tanah, secara
teratur dan disusun secara sistemik mulai dari tingkat Desa
dan/atau Kelurahan, dilanjutkan sampai ke tingkat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota. Dalam tahap ini, pekerjaan yang juga penting
dilakukan adalah melaksanakan verifikasi tentang perencanaan
penataan ruang wilayah. Verifikasi pada tahap ini paralel juga
harus (Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2004) dilakukan
untuk melakukan verifikasi ulang ter-hadap peta padu serasi,
khususnya yang harus diintegrasikan dengan pemeriksaan
keterkaitannya dengan status tanah hutan lindung. Untuk
melaksanakan pekerjaan ini, tentu secara fungsional pihak tim
kerja terpadu itu harus melibatkan staf dan petugas dari pihak
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup, dan secara
struktural untuk lingkup pekerjaan ini verifikasinya harus
melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup yang ada dan terdapat di Kota Batam
dan/atau di UPT tersebut yang ada pada tingkatan Provinsi
Kepulauan Riau.

Hal ini menurut pendapat penulis, karena dari hasil verifikasi
di lapangan ternyata (Anita D.A. Kolopaking, 2013) sebagian
besar permasalahan dan/atau konflik sengketa pertanahan, akibat
belum disiapkan peta padu serasi khusus terkait dengan status
hak tanah yang secara formal masih terdaftar sebagai kawasan
hutan lindung. Sejalan dengan hal ini keberadaan Dinas
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Pertanahan yang secara struktural berada di bawah naungan
Pemerintahan Kota Batam. Dinas Pertanahan Kota Batam dalam
hal melaksanakan manajemen perencanaan, peruntukan, per-
sediaan dan pemeliharaan atas satuan bidang tanah dengan
status Hak Pengelolaan (HPL) tersebut menurut penulis sudah
seharusnya terlibat secara aktif. Hal ini tentu berdasarkan amanat
dan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa urusan mengenai per-tanahan
sudah dilimpahkan kepada Daerah.

Hal lain yang perlu dikerjakan oleh tim kerja terpadu
tersebut, terutama ditujukan kepada pihak Badan Pengusahaan
Batam (BP Batam), untuk menghapuskan kewajiban membayar
Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), terutama yang ditujukan
kepada warga masyarakat yang tidak mampu. Selama ini UWTO
tersebut merupakan beban bagi masyarakat yang tidak mampu
dan sekaligus merupakan faktor kendala terutama dikaitkan
dengan pendaftaran hak atas tanah pada titik dan lokasi bagian
tanah dari Hak Pengelolaan (HPL) yang secara yuridis dikuasai
dan terdaftar atas nama BP Batam. Pada kenyataannya di
lapangan terutama terhadap satuan bidang tanah HPL yang
berada di pinggiran wilayah Kota Batam dan secara faktual telah
menjadi lingkungan perumahan dan permukiman yang ditempati
oleh warga masyarakat yang tidak mampu, pembebanan terhadap
kewajiban pembayaran UWTO tersebut merupakan salah satu
kendala utama dalam konteks melaksanakan Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap yang saat ini sedang gencar-gencarnya
dilaksanakan oleh Pemerintahan Joko Widodo khususnya untuk
wilayah Pemerintahan Kota Batam.

Terhadap kendala ini, untuk sementara sudah ada
kesepakatan pihak Pemerintah Kota Batam, dan pihak Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam), untuk sementara kewajiban
membayar UWTO tersebut dalam rangka pelaksanaan Pen-
daftaran Tanah Sistematik Lengkap, statusnya dihitung sebagai
pajak terhutang. Harapan penulis terhadap kebijakan yang
bersifat sementara ini untuk dipermanenkan dan pada intinya
kewaijiban untuk UWTO tersebut dibebaskan secara final yang
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ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagai alat
hukum untuk menempuh penyelesaian yang permanen tersebut
penulis berpendapat agar Pemerintah Kota Batam bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (DPRD Kota Batam) untuk
segera menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah, yang
berfungsi sebagai payung hukum dan sekaligus guna
melaksanakan paham hukum positif (positivisme) sebagai sumber
hukum positif, dan hal ini juga sekaligus dapat mem-berikan
kepastian hukum, rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Tentang
hal ini sesungguhnya dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang menegaskan:

bahwa biaya-biaya yang bersangkutan dengan pen-

daftaran tanah khusus terhadap rakyat yang tidak

mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya
tersebut.

Penghapusan UWTO sebagaimana tersebut di atas, menurut
pendapat penulis juga telah memiliki justifikasi atau dasar
pertimbangan yang tepat jika diintegrasikan dengan amanat
Jeremy Bentham dalam teorinya, vyaitu teori kebahagiaan
(utilitarianisme). Bentham mengatakan bahwa dalam upaya
menegakkan hukum harus memberikan jaminan dan/atau garansi
untuk mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh masya-rakat.
Demikian juga halnya terkait dengan pembebasan UWTO
tersebut, secara nyata dan faktual akan mewujudkan rasa
kebahagiaan bagi masyarakat yang tidak mampu, terutama dalam
konteks menyelenggarakan pendaftaran hak atas tanah di lokasi
status tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, karena memang
pada kenyataanya bagian HPL yang berada di pinggiran wilayah
Kota Batam, sebagian besar ditempati dan/atau dihuni oleh
sebagian besar warga masyarakat yang tidak mampu, dan sampai
saat ini sebagian besar tanah HPL yang sudah menjadi lingkungan
perumahan dan permukiman pada kenyataannya belum
mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat (Tanda
Bukti Hak). Hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada
bagian di atas, oleh Pemerintahan Joko Widodo sedang dan
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secara fokus dilakukan pendaftaran tanah dalam suatu program
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Dari hasil verifikasi penulis program PTSL yang dilaksanakan
oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam sampai akhir
September 2018 telah mencapai prestasi target penyelesaian yang
cukup baik, yaitu telah mencapai 80% dari jumlah keseluruhan
satuan bidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL), yang
secara yuridis formal HPL induknya dikuasai dan terdaftar atas
nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut. Hasil
pendaftaran tanah dengan program PTSL ini yaitu dalam bentuk
sertifikat (Tanda Bukti Hak), khusus mengenai jenis dan macam
haknya dikeluarkan dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB). Menurut penulis seharusnya sertifikat yang dikeluarkan
statusnya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), karena hal ini
merupakan bagian dari hak dan kedau-latan yang harus diterima
oleh masyarakat dalam status bahwa Indonesia adalah Negara
hukum, dan sekaligus sebagai pe-neguhan bahwa Indonesia
adalah Negara yang ingin mene-guhkan paham kedaulatan rakyat.
Mengenai hal ini, dasar pengaturan hukumnya secara
paradigmatik konstitusional telah diamanatkan dalam Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan dalam pendekatan paradigmatik operasional dasar
pengaturan hukumnya juga telah diatur dan ditetapkan dalam
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang secara khusus
mengatur tentang Hak Menguasai Negara (HMN), vyang
seharusnya hasil pendaftaran tanah di atas HPL tersebut sekali
lagi ditegaskan penulis bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh
pihak Kantor Pertanahan Kota Batam semestinya dengan status
Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini tentu akan memberikan jaminan
terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus diharapkan akan
mampu (Rosjidi Rangga Widjaja, 1998) mewujudkan percepatan
untuk peningkatan dan peme-rataan pertumbuhan ekonomi bagi
seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kota
Batam.
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B. PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN DALAM
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ANGGARAN

Substansi khusus yang menyangkut tentang alokasi
anggaran, dalam perspektif politik hukum adalah merupakan
bagian dan/atau sub sistem politik hukum itu sendiri. Secara
etimologis bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ang-
garan, adalah suatu kebijakan politik seperti hukum apa yang
dipakai dan/atau yang tidak dipakai oleh suatu negara dalam
upaya menerapkan format kebijakannya berkenaan (Raldi Hendro
Koestoer dkk, 2001) dengan pengelolaan anggaran negara, yang
dalam pelaksanaannya dan/atau pembelanjaannya harus dapat
memberikan jaminan untuk terwujudnya cita-cita nasional sesuai
dengan yang diamanatkan dalam konstitusi negara yang
bersangkutan. Bagi bangsa dan negara Indonesia bahwa politik
hukum anggaran yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan
dan pengelolaannya harus sesuai dengan amanat dan perintah
konstitusi Negara yaitu sebagaimana yang diatur dan ditetapkan
dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan negara yang di-

tetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jika dianalisis dalam pendekatan yang (Idham, 2011) bersifat
paradigmatik konstitusional (constitutional of paradigm), atas
keberadaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu
harus ditetapkan dengan undang-undang, sejatinya norma ini
menegaskan dan sekaligus memberi amanat bahwa dalam
membelanjakan APBN yang berasal dari uang dan keringat rakyat,
prinsip yang harus diutamakan adalah dengan menge-depankan
prinsip kedaulatan rakyat, dan tentu dalam hal ini juga
memberikan penekanan untuk mengutamakan prinsip negara
hukum, karena dalam melaksanakan pembelanjaan APBN itu
harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, yang



IMPLEMENTASI SISTEM DAN MANAJEMEN HAK PENGELOLAAN (HPL) OLEH BP BATAM 53

sasaran (Idham, 2013) akhirnya harus memberikan jaminan untuk
terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konstruksi dan/atau postulat politik hukum anggaran bangsa
dan negara Indonesia itu, sesungguhnya jika dianalisis secara
mendalam terutama dalam pendekatan hakikat ilmu, yaitu dari
aspek ontologi, epistimologi dan aksiologis, demikian pula jika
diintegrasikan dengan analisis yang bersifat paradigma filosofis
(philosophy of paradigm), sesungguhnya sudah sejalan dengan
amanat teori Jeremy Bentham yang sangat terkenal dengan teori
kebahagiaan (utilitarianisme) tersebut. Sekali lagi diutarakan
penulis bahwa Bentham mengatakan esensi dan/atau makna yang
terdalam dari suatu produk peraturan perundang-undangan itu,
jika dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat memberikan
jaminan dan/atau garansi untuk terwujudnya rasa kebahagian
bagi masyarakatnya. Demikian pula hal yang berkaitan dengan
upaya dalam (Eddy Ruchiyat, 1986) perspektif manajemen
satuan bidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) yang
ada dan terdapat di wilayah Kota Batam dan dikuasai serta
terdaftar untuk dan atas nama pihak Badan Pengusahaan Batam
(BP Batam) maka dalam hal pelayanan publik mulai dari tahapan
perencanaan, peruntukan, persediaan dan pemeli-haraannya
harus dikelola dan dilaksanakan oleh Negara dan/ atau
pemerintah dengan sebaik-baiknya, yang sasaran akhirnya harus
mampu mewujudkan rasa kebahagiaan bagi masyarakat Kota
Batam, dan dalam pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip
kedaulatan rakyat wuntuk meningkatkan pertumbuhan dan
peningkatan perekonomian khususnya bagi warga masyarakat
Kota Batam.

Kembali kepada topik inti yang dibahas dalam bagian ini yaitu
seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak
penyelenggara negara dalam menyikapi untuk melakukan
penambahan alokasi anggaran dalam konteks me-laksanakan
manajemen atas status tanah Hak Pengelolaan (HPL) di wilayah
Kota Batam tersebut? Untuk menjawab permasalahan ini, menurut
hemat penulis kepada pihak-pihak yang terkait, tentu dalam hal
ini instansi dan atau lembaga yang paling bertanggung jawab
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untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud yaitu mulai dari pihak
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), pihak Pemerintahan Kota
Batam, dan pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, harus segera
secara cepat dan Dberkelanjutan untuk mengusahakan
penambahan alokasi anggaran dalam  konteks untuk
melaksanakan pekerjaan perencanaan, peruntukan, per-sediaan
dan pemeliharaan terhadap status tanah Hak Pe-ngelolaan (HPL)
yang dikuasai dan terdaftar atas nama BP Batam tersebut. Bagi
pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), seharusnya
Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) secara sungguh-
sungguh mengusahakan penambahan alokasi anggaran melalui
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk
melaksanakan pekerjaan ini tentu pihak BUMN harus membuat
perencanaan anggaran yang benar-benar terperinci untuk
diajukan kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI). Demikian juga halnya pihak Pemerintah Kota
Batam harus segera membuat perencanaan anggaran yang
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD)
Kota Batam. Sedangkan pihak Kantor Pertanahan Kota Batam
segera membuat perencanaan yang ter-perinci untuk menambah
alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang usulannya tentu secara struktural diajukan
oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Jakarta.
Peruntukan atas telah dilakukannya penambahan anggaran
guna melaksanakan manajemen dan pengelolaan atas sebagian
besar status tanah yang ada dan terdapat di wilayah Kota Batam
dengan status Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan ter-daftar
atas nama Badan Pengusahaan (BP Batam) tersebut, dalam
pelaksanaannya harus dijalankan sinergis antara ke tiga pihak
sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas.
Kepada pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) penggunaan
anggaran itu harus ditujukan untuk melakukan verifikasi ulang
keberadaan status tanah HPL itu, baik hal itu dalam aspek yuridis
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maupun dalam aspek fisik. Pekerjaan selanjutnya yang harus
dilakukan adalah membuat peta padu serasi dengan meng-
gunakan alat ukur dan gambar yang canggih, dengan
menyesuaikannya terhadap ketentuan dan amanat yang telah
diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota
Batam tentang tata ruang dan wilayah pemerintahan Kota Batam.
Bagi pihak pemerintahan Kota Ba-tam, dengan adanya
penambahan alokasi anggaran, terutama ditujukan kepada Dinas
Pertanahan Kota Batam, harus segera melakukan pendataan dan
sekaligus penertiban atas semakin meningkatnya Rumah Liar
(Ruli) di Kota Batam. Atas hasil pendataan rumah liar ini, tahapan
selanjutnya dilakukan relokasi ke tempat yang sesuai dengan
perencanaan tata ruang wilayah Kota Batam sesuai dengan
peruntukannya vyaitu diarahkan ke tempat/lokasi kawasan
perumahan dan/atau permukiman. Sedangkan bagi pihak Kantor
Pertanahan Kota Batam, dengan adanya penambahan alokasi
anggaran, pekerjaan yang prioritas untuk dilakukan adalah
melakukan Pendaftaran Tanah Sistema-tik Lengkap (PTSL) secara
terus menerus dan berkelanjutan, terutama yang ditujukan ke titik
permukiman tanah warga masyarakat yang kurang mampu, yang
terdapat di daerah pinggiran dan/atau daerah pesisir di wilayah
Kota Batam.

C. PEMBUATAN PETA DASAR, DAFTAR TANAH DAN

PENDAFTARAN TANAH

Pada bagian ini untuk selanjutnya penulis akan menyajikan
analisis yaitu terkait dengan tindakan manajemen berupa pem-
buatan peta dasar, Daftar tanah dan sekaligus melaksanakan
pendaftaran tanah. Keberadaan peta dasar secara teknis me-miliki
arti yang fundamental dan penting. Urgensinya peta dasar atas
suatu bidang tanah ini, dapat memberikan beberapa kon-tribusi
dari berbagai aspek. Dari aspek ukuran atas suatu hak tanah,
akan diperoleh akurasi data yang benar dan valid, tentu dalam hal
ini sekalian penyiapan mengenai patok tanda batas-batas atas
keberadaan suatu bidang hak tanah tersebut. Melalui peta dasar
itu, juga akan diperoleh data lanjutan secara cepat terutama
terkait dengan bukti yuridis yang diperlukan seperti nama
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pemegang hak atas tanah dan riwayat atas keberadaan suatu
bidang hak tanah. Jika dikemudian hari dilakukan pendaftaran
dalam rangka penerbitan sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas
keberadaan peta dasar ini juga akan memudahkan untuk mencari
dan sekaligus menentukan titik ikat dalam konteks melakukan
pengukuran ulang. Dalam peta dasar itu, secara teknik sudah
terdapat secara akurat data mengenai titik dan lokasi koordinat-
koordinat atas keberadaan suatu bidang hak atas tanah tertentu.
Peta dasar ini, secara yuridis formal seharusnya sudah disiapkan
sejak dari awal oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat, yang disajikan secara komprehensif mulai tingkat peta
dasar Desa demi Desa, dan/atau peta dasar Kelurahan demi
Kelurahan.

Untuk selanjutnya, yang harus dikerjakan (Maria S.W.
Sumardjono, 2001) secara fokus dan berkelanjutan terutama oleh
pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, adalah melakukan
pencatatan secara lengkap, terutama yang ditujukan kepada
status tanah yang masih langsung dikuasai negara dan/atau suatu
bidang tanah yang sama sekali belum pernah didaftar. Contoh
konkret mengenai hal ini adalah terhadap satuan bidang tanah
yang telah ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Kota Batam
sebagai wilayah perkampungan tua yang berada di wilayah Kota
Batam, demikian juga terhadap status tanah hak ulayat milik
masyarakat hukum adat. Seharusnya, terhadap satuan bidang
tanah seperti yang disebutkan pada bagian di atas, pihak
pemerintah tentu dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Batam
harus cepat dan secara berkelanjutan untuk melakukan
pendaftaran. Terkait dengan hal ini, hasil dari pendaftaran yang
dilakukan itu secara yuridis formal tidak diterbitkan sertifikat
(Tanda Bukti Hak), melainkan atas hasil pekerjaan itu cukup
dilakukan pencatatan. Semua pencatatan sebagaimana yang
dimaksudkan, pada prinsipnya harus dicatat secara akurat di
dalam suatu buku, yang disebut dengan Daftar Tanah (DT).
Menurut pendapat penulis, hal ini sangat perlu dilakukan oleh
masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, tentu dalam
hal ini khususnya ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota
Batam, jika hal ini secara tertib dan ber-kelanjutan dikerjakan,
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maka atas pencatatan dalam Daftar Tanah terhadap status hak
tanah seperti itu, diharapkan data tersebut akan mampu
mengeliminasi timbulnya konflik dan/atau sengketa pertanahan
dikemudian hari manakala terjadi sengketa khusus yang terkait
dengan ukuran-ukuran hak atas tanah, karena pada saat
dilakukannya pembuatan daftar tanah fisik tanahnya sudah
dilakukan pengukuran di lapangan terhadap keberadaan satuan
bidang tanah itu juga telah dilakukan pemasangan patok tanda
batas secara akurat.

Tindakan lanjutan yang harus dilakukan oleh para pihak
terutama dalam melaksanakan manajemen atas satuan bidang
tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) tersebut adalah
dengan melakukan pendaftaran tanah. Analisis yang dapat
disajikan penulis tentang hal ini, terutama dikaitkan dengan aspek
yang sifatnya paradigmatik operasional, bahwa mengenai
pendaftaran tanah sesungguhnya telah diatur dan diamanatkan
dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mene-gaskan
bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Norma hukum yang ditegaskan dalam Pasal 19 ayat
(1) tersebut, jika dianalisis dalam perspektif paradigmatik
konstitusional (constitutional of paradigm) bahwa Indonesia
berkomitmen untuk meneguhkan tetap tegaknya prinsip
kedaulatan rakyat dan sekaligus guna meneguhkan tetap
tegaknya prinsip dan ciri negara hukum sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. Konstruksi norma hukum
(Urip Santoso, 2015) yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1)
tersebut, juga mengandung arti jika negara telah melaksanakan
sebagian tugasnya vyaitu dengan melak-sanakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal itu mempunyai
makna bahwa negara Indonesia telah menunaikan sebagian tugas
negara yaitu dalam konteks melindungi segenap bangsa dan
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warganya, dan hal itu sekaligus telah terjadinya perwujudan
kepastian hukum, karena salah satu hasil terpenting dari
pendaftaran tanah tersebut bahwa negara telah menerbitkan
sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang mampu memberikan
pelindungan dan/atau kepastian hukum kepada warga masyarakat
dalam hal hak kepemilikan atas tanah yang dikuasainya. Hal ini
juga telah sejalan dengan teori Jeremy Bentham, bahwa hasil
akhir atas dilaksanakannya pendaftaran tanah yaitu dengan
diterbitkannya sertifikat (Tanda Bukti Hak), hal ini sekaligus
dapat mewujudkan rasa kebahagiaan (utilitarianisme) bagi dan
untuk kepentingan warga masyarakat Kota Batam tersebut.

D. IMPLEMENTASI KONKRET HAK PENGELOLAAN (HPL)
DI WILAYAH KOTA BATAM

Pada bagian ini lebih fokus lagi penulis akan menyajikan
analisisnya berkenaan dengan implementasi konkret HPL di-
maksud khususnya di Kota Batam. Dari hasil verifikasi penulis di
lapangan, pada kenyataannya HPL yang dikuasai dan terdaftar
atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut,
belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana mestinya. Hal ini
dimaksudkan penulis dengan beranjak serta berdasarkan amanat
dan perintah atas norma hukum sebagaimana dite-gaskan dalam
Pasal 2 UUPA tersebut, masih dirasakan belum memenuhi
sasaran. Sebagian besar lapisan masyarakat muncul pertanyaan
yang sangat mendasar, mengapa perlakuan dan penerapan politik
hukum agraria terjadi perbedaan dengan daerah lain di Indonesia.
Pertanyaan dimaksud merupakan salah satu pertanyaan yang
menyesakkan hati, karena untuk tanah di Wilayah Kota Batam
saat ini, masyarakat tidak mendapat perlakuan adil dari
pemerintah. Artinya, sebagian besar hak atas tanah yang dimiliki
rakyat, dan sebagian diklaim oleh BP  Batam merupakan bagian
dari Hak Pengelolaan, maka ketika masyarakat mengajukan
permohonan pendaftaran hak, maka jenis hak yang diperoleh
sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat (Tanda Bukti
Hak) hanya sebatas Hak Guna Bangunan. Dengan perkataan lain,
terhadap sebagian besar bidang hak tanah masyarakat, dalam
konteks penerbitan haknya tidak diberikan dalam bentuk dan jenis
Hak Milik.
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Atas keadaan yang dimaksudkan di atas, seharusnya pihak
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) harus bertindak adil,
selayaknya bertindak sebagai Negara yang melindungi hak dasar
warga masyarakatnya yang terkait dengan hak kepemilikan tanah
masyarakat. Dalam hal ini, pihak BP Batam menurut penulis harus
menerapkan kebijakan yang populis, humanis dan
mengedepankan peneguhan untuk melaksanakan prinsip
kedaulatan rakyat. Konkretnya, kebijakan tersebut bisa diterap-
kan secara berkeadilan dengan melihat kondisi dan situasi di
lapangan dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah dan kemampuan ekonominya lemah, serta
masyarakat tersebut telah bertempat tinggal lama secara turun
temurun di wilayah pemerintahan Kota Batam, terutama di daerah
pinggiran Kota Batam dan/atau masyarakat yang sudah bermukim
lama di wilayah perkampungan tua Kota Batam, terhadap hak
atas tanahnya harus diberikan sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan
status Hak Milik. Untuk menutupi ketim-pangan pemasukan Uang
Wajib Tahunan Otorita (UWTO) terhadap penerapan kebijakan
tersebut, dalam hal ini pihak BP Batam dapat membebankannya
secara subsidi silang kepada pihak ketiga lainnya sebagai
penerima Hak Pakai dari Hak Pengelolaan dimaksud yaitu kepada
para pengembang peru-mahan dan permukiman, pelaku jasa dan
industri lainnya.  Perlu diingat bahwa secara normatif (vide Pasal
2 UUPA dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1977, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman
Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah
Negara) di atas Hak Pengelolaan tersebut seharusnya dapat
diberikan/ diterbitkan sertifikat (tanda bukti hak) yaitu berupa Hak
Milik.

Untuk mendapatkan deskripsi secara lebih konkret me-ngenai
implementasi dan/atau pelaksanaan Hak Pengelolaan di wilayah
Kota Batam itu, berikut ini penulis mengkonstatir atas pendapat
dan analisis (Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, 2011),
bahwa:
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1. Hak Pengelolaan Berlaku Melebihi Sumber Kewe-
nangannya (HMN)

Berdasarkan Keppres No.41 Tahun 1973 dan Kemendagri
No.43 Tahun 1977, seluruh areal tanah di atas Pulau Batam dan
pulau-pulau lain di sekitarnya diberikan HPL kepada Otorita
Batam. Pasal 6 ayat (2) Keppres No. 41 Tahun 1973 menyatakan
bahwa seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam
diserahkan dengan HPL, kepada (Ketua) Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam. Menurut Kemendagri No. 43 Tahun
1977, yang dimaksud sebagai areal Pulau Batam dalam hal ini
meliputi areal tanah di gugusan Pulau-pulau janda berias, Tanjung
Sau dan Nginang dan Pulau Kasom Kabupaten Kepulauan Riau
Provinsi Riau (sekarang Provinsi Kepulauan Riau-Kepri).

Di dalam Kepmendagri No. 43 Tahun 1977 dinyatakan bahwa
apabila di atas areal tanah yang diberikan HPL masih terdapat
tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, maka pembayaran
ganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima
hak, demikian pula pemindahan penduduk ke tempat permukiman
baru. Dua hal yang menarik dari Kepmendagri ini:

Pertama, pemberian HPL dimungkinkan dilakukan di atas lokasi
yang belum clear and clean. Meskipun, HPL tidak termasuk
sebagai hak atas tanah, karena sifat pemberian HPL kepada suatu
subjek hukum merupakan pelimpahan kewenangan publik yang
kewenangannya lebih konkret daripada Hak Menguasai Negara,
kiranya sebelum SK Pemberian HPL ditetapkan, maka sebelumnya
harus terlebih dahulu dipastikan tidak ada hak atau kepentingan
pihak lain di atas bentang tanah yang akan diberikan.

Kedua, jika ada tanah-tanah masyarakat yang masih dikuasai/
digarap atau dimiliki dengan hak tertentu di atas bentang lahan
yang sudah di SK HPL-kan, hanya diberi pilihan untuk menerima
ganti kerugian. Yang tidak mau menerima ganti kerugian, lalu
berusaha mengajukan permohonan hak atas tanah ke otoritas
pertanahan, ternyata ditolak. Hal ini tentu, tidak sesuai dengan
rasa keadilan masyarakat yang menguasai/menggarap/memiliki
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tanah sebelum HPL diberikan kepada Otorita Batam. Selain itu,

sikap untuk tertutup pada solusi lain, di luar pemberian ganti

kerugian dapat dikatakan telah melampaui kewenangan dari HPL

itu sendiri sebagai "gempilan" atau "bagian" dari HMN.

Sebagaimana diketahui, meskipun lingkup kewenangan HMN

terkesan sangat luas dan meliputi semua wilayah Negara

Indonesia, di dalam pelaksanaannya, Penjelasan Umum UUPA

memuat pembatasan-pembatasan HMN sebagai berikut:

(a) tujuan dari HMN itu sendiri;

(b) hak-hak atas tanah seseorang atau badan hukum; dan

(c) hak-hak ulayat masyarakat Hukum Adat yang secara faktual
masih eksis.

Hak menguasai Negara (HMN) ditujukan untuk mencapai
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat
adil makmur (Pasal 2 ayat (2) UUPA). HMN tidak diperbolehkan
digunakan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu,
seperti penguasa sebagaimana "Domein Negara" pada zaman
Pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, yang dimaksud dengan
rakyat indonesia dalam hal ini meliputi yang ada sekarang dan
yang akan datang. Dalam pada itu, pelaksanaan Hak Menguasai
Negara harus dalam perspektif transgenerasi. Pendayagunaan Hak
Menguasai Negara yang bersifat populis sekarang ini tidak
boleh mengurangi kemampuan rakyat Indonesia di masa
mendatang untuk menikmati tujuan dari HMN. Jika selama
pemerintahan Orde Baru (terutama sekitar 10 tahun menjelang
berakhirnya) tampak HMN dimanfaatkan untuk memacu para
pengusaha, sesungguhnya hal itu merupakan penyimpangan dari
tujuan HMN itu sendiri. Tekad pemerintah reformasi untuk
melakukan pemberdayaan ekonomi justru sikap yang kembali
kepada tujuan pembentukan UUPA itu sendiri yang sarat dengan
semangat kerakyatan. Tujuan HMN yang bersifat populistik itu
menjadi pembatas bagi tindakan penyelenggara Negara dan
pemerintahan di dalam mengambil kebijakan dan melakukan
pembangunan pertanahan.

Terhadap tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak, kekuasaan Negara atas tanah lebih luas dan penuh daripada
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tanah-tanah yang sudah dilekati hak oleh seseorang atau badan
hukum. Dengan perkataan lain, Negara lebih leluasa menjalankan
kekuasaannya atas tanah yang masih berstatus tanah Negara,
sedangkan bagi tanah-tanah yang sudah dile- kati hak kekuasaan
Negara atas tanah itu menjadi terbatas, misalnya: dalam keadaan
biasa tidak boleh mengambil tanah tersebut tanpa persetujuan
dari si empunya dan dalam keadaan memaksa pencabutan hak
atas tanah harus dilakukan dengan ganti-kerugian yang layak.
Oleh karena itu, hak-hak atas tanah seseorang atau badan hukum
menjadi pembatas kewenangan HMN. Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Daerah untuk mem-buat Rencana Pembangunan
Wilayah Nasional dan Daerah misalnya tidak boleh dilakukan
tanpa memerhatikan hak-hak atas tanah atau badan hukum yang
telah ada.

Perolehan tanah-tanah hak ulayat untuk kepentingan pem-
bangunan hanya dapat dilakukan setelah masyarakat hukum adat
pemegang hak tersebut "didengar pendapatnya" dalam arti
diajak bermusyawarah dan diberikan recognitie. Pasal 14 Keppres
No. 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa 'recognitie itu dalam
bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang
bermanfaat bagi masyarakat setempat. Akhir-akhir ini, beberapa
pihak mengusulkan agar bentuk pengantian bagi hak ulayat
masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk uang. Hal ini
perlu dicermati lebih saksama, karena pengalaman di Irian Jaya
menunjukkan, dalam beberapa kejadian, adalah lebih
'menguntungkan’ bagi masyarakat hukum adat itu sendiri jika
recognitie dilakukan dalam bentuk fasilitas umum. Selain itu,
harus dipikirkan apakah pemberian penggantian hak ulayat dalam
bentuk uang dapat membantu masyarakat hukum adat meningkat
kesejahteraannya? Apalagi bagi suatu masih belum mengetahui
pemanfaatan uang dalam perikehidupannya sehari-hari. Di Irian
Jaya, fakta menunjukkan bahwa para tetua adat yang telah
"menjual" hak ulayatnya akan menggunakan wuang hasil
"penjualan" tanah ulayat itu untuk hal-hal yang konsumtif, seperti
memberi televisi lengkap dengan parabolanya, sementara tingkat
peradabannya masih sangat menggantungkan diri pada
pengolahan tanah dan hasil-hasil hutan. Segera setelah hasil
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"penjualan” tanah ulayat itu habis, para tetua adat kembali
berpikir untuk menjual bagian dari tanah ulayat yang lain. Bahkan,
jika tidak lagi memiliki tanah ulayat yang lain, tidak mustahil para
tetua adat akan "menjual kembali" tanah ulayat yang sudah
pernah "dijualnya".

Kejadian di Irian Jaya itu hanyalah salah satu contoh bahwa
penghormatan hak ulayat oleh UUPA masih harus ditindaklanjuti
dengan penjabaran operasionalisasinya di lapangan. Sebab tidak
mustahil, karena cara pemberian penghormatan yang keliru,
seperti pemberian penggantian tanah ulayat dengan uang, akan
menjadi boomerang bagi UUPA itu sendiri, yang akhirnya kembali
menuduh UUPA sebagai produk hukum yang kurang memberi
penghargaan terhadap hak ulayat.

Dari pembatasan-pembatasan HMN di atas, jelas kiranya
bahwa kewenangan HMN pun tidak boleh bersifat absolut, harus
selalu ada pembatasan-pembatasannya. Jika Otorita Batam (OB),
harus selalu mengambilalih tanah rakyat yang sesungguhnya
sudah dipunyainya bahkan sebelum OB ada, maka hal itu
sesungguhnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sudah
melebihi kewenangan HMN yang menjadi sumber terjadinya
lembaga hukum HPL. Pelaksanaan kewenangan HPL OB yang
merespon penggarapan atau pemilikan tanah masyarakat (bah-
kan sebelum OB itu sendiri ada) dengan cara hanya dengan
mengganti rugi tanah masyarakat kiranya dapat dikatakan sebagai
cara yang kurang adil dan terkesan bersifat absolut. Cara yang
demikian kiranya sudah tidak pantas lagi dilanjutkan pada situasi
masyarakat Indonesia yang demokratis saat ini.

Dalam kenyataannya, berbagai permasalahan pertanahan
yang ditemukan berkaitan dengan eksistensi HPL di Pulau Batam
adalah:

a. Perkampungan Tua

Masyarakat 'kampung tua' sudah lama menuntut pengakuan
dan pelestarian eksistensi nilai-nilai budaya asli Batam yang sudah
ada dan dikembangkan masyarakat sebelum Batam menjadi
daerah industri. Juga menuntut status tanah 'kampung' mereka
diakui eksistensinya dan ditempatkan berada di luar HPL Oto-
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rita Batam. Dalam Keputusan Walikota Batam Nomor
Kpts.105/HK/III/2004 terdapat 60 lokasi perkampungan tua
tersebar di 44 Kelurahan 8 Kecamatan di Kota Batam. Sampai saat
ini belum terdapat penyelesaian yang komprehensif atas
tuntutan masyarakat kampung tua di Batam. Namun, upaya
untuk menyelesaikan legalisasi aset kampung tua ini telah
menjadi komitmen pemerintah Kota Batam dan otoritas
pertanahan.

b. Perumahan di kawasan lindung

Terdapat beberapa lokasi komplek permukiman yang di-
bangun pengembang (developer) dan bagian-bagian tanah serta
unit-unit rumah telah dibeli konsumen, tetapi kemudian diketahui
bahwa tanah tersebut termasuk kawasan lindung sehingga
masyarakat yang membeli rumah di kawasan tersebut tidak dapat
memperoleh sertifikat hak atas tanahnya. Hal demikian sangat
merugikan masyarakat yang telah membeli rumah, tetapi tidak
memperoleh kepastian hukum status hak atas tanahnya.

c. Belum ganti rugi

Beberapa lokasi tanah kepemilikan masyarakat telah di-
daftarkan HPLnya oleh Otorita Batam, tetapi masyarakat belum
memperoleh ganti rugi tanahnya. Hal ini tidak sesuai dengan
Keputusan Mendagri No. 43 Tahun 1977 yang menegaskan
supaya Otorita Batam melakukan pembayaran ganti rugi atas
tanah, bangunan, dan tanaman rakyat sebelum pendaftaran HPL.

d. RTRW Batam

Terdapat perbedaan zonasi kawasan lindung dalam RTRW
Batam dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Menurut De-
partemen Kehutanan merupakan kawasan lindung, sedangkan
menurut RTRW Batam di luar (bukan termasuk) kawasan lindung.
Hal ini jelas tidak kondusif dalam pembangunan Kota Batam
karena hal demikian tidak mencerminkan kepastian hukum.
Permasalahan pertanahan lainnya yang ditemui seperti tumpang
tindih penguasaan tanah, konsumen developer yang tidak
memperoleh sertifikat (di luar kawasan lindung vide butir b di
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atas, perumahan liar, okupasi masyarakat di atas kawasan hutan
lindung, reklamasi pantai dan lain-lain). Permasalahan tersebut
mendesak untuk diselesaikan, sebab jika tidak di-selesaikan maka
akan terjadi 'warisan' Otorita Batam kepada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas Batam (BPK
Batam), sejak Otorita Batam bubar dan kewenangannya beralih
kepada BPK Batam.

2. Masa Transisi Subjek HPL

Sikap dasar mengenai tujuan akhir daripada keberadaan HMN
ini, yakni 'untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat' penting
untuk mendasari penataan HPL di masa depan, sehingga
hakikatnya sebagai "gempilan" atau "bagian" dari HMN konsisten
dalam implementasinya. Sebagai contoh, penyelesaian KAMPUNG
TUA di Pulau Batam, yang akhirnya disertifikatkan melalui
kegiatan Prona dan Proda. Bagi penulis, pensertifikatan KAMPUNG
TUA adalah contoh baik dari sikap konsisten yang memandang
HPL sebagain "gempilan" atau "bagian" dari HMN. Penyelesaian ini
dipandang sebagai solusi yang sangat di tunggu-tunggu
masyarakat, mengingat pada zaman pemerintahan Rezim
Otoritarian Soeharto, masalah KAMPUNG TUA belum dapat
diselesaikan. Sebab, peraturan mengenai HPL di Pulau Batam
memang tidak menyediakan kesempatan anggota masyarakat
untuk dihargai kembali tanahnya. Berdasarkan ketentuan normatif
mengenai Pulau Batam, permasalahan pertanahan KAMPUNG TUA
di Pulau Batam hanya diselesaikan dengan cara "memberikan
ganti kerugian kepada penggarap tanah". Tidak ada pilihan lain,
selain harus "dengan terpaksa merelakan" tanah yang sudah
dinyatakan sebagai bagian dari HPL Otorita Batam (OB).

Sesuai dengan semangat pemberdayaan yang akhir-akhir ini
intensif dikembangkan oleh otoritas pertanahan, penyelesaian
KAMPUNG TUA di Pulau Batam, akhirnya dilakukan dengan
pesertifikatan melalui kegiatan Prona dan Proda. Dengan
demikian, si penggarap atau si empunya tanah tidak harus keluar
dari tanah garapannya yang diakuinya sudah ada sebelum Pulau
Batam diberikan HPL oleh BPN RI. Artinya, telah terdapat
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perubahan paradigma penyelenggaraan tugas pertanahan dari
selalu mengedepankan kepentingan OB ke arah mengutamakan
kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 menetapkan Pulau
Batam dan pulau sekitarnya termasuk Rempang Galang sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. PP ini juga
menegaskan paling lambat 31 Desember 2008 sudah dibentuk
BPK Batam sebagai institusi yang mengelola Kawa- san
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan
berkoordinasi dengan Dewan Kawasan dan Dewan Nasional
Kawasan yang sudah terbentuk lebih dahulu. Dalam arti sempit
dapat ditafsirkan BPK Batam ini nantinya sebagai pengganti dari
Otorita Batam, yakni sebagian fungsinya menjalankan fungsi
Otorita Batam sebelumnya. Menurut PP ini, HPL atas tanah yang
menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemko Batam beralih
kepada BPK. Sedangkan hak-hak atas tanah di atas HPL dimaksud
dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
Artinya, akan terjadi kelak pengalihan atau penyerahan HPL dari
Otorita Batam kepada BPK. Juga hak-hak atas tanah yang terbit di
atas HPL tersebut yang sebelumnya mempunyai keterkaitan
dengan Otorita Batam juga akan menjadi 'urusan' BPK di
kemudian hari.

Status HPL Otorita Batam saat ini dapat dibedakan menjadi
dua jenis yakni (1) HPL yang sudah terdaftar dan (2) HPL yang
belum didaftar. Disini perlu dikritik dua hal:

Pertama, HPL yang sudah terdaftar dan di atasnya telah
diterbitkan Hak Milik. PP 46 Tahun 2007 menegaskan bahwa hak-
hak yang ada di atas HPL tetap berlaku sampai masa berlakunya
berakhir. Jelas sekali maksudnya untuk hak-hak yang berjangka
waktu seperti HGB dan HP yang ada di atas HPL Otorita Batam
yang dialihkan kewenangannya kepada BPK Batam. Sedangkan
Hak Milik tidak berjangka waktu, artinya Hak Milik berlaku terus
menerus dan dengan demikian Hak Milik tidak termasuk jenis hak
yang dimaksudkan oleh PP No. 46 Tahun 2007, sehingga tidak
termasuk yang akan dialihkan kepada BPK Batam.
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Kedua, HPL yang belum didaftarkan. Karena belum
didaftarkan maka secara yuridis belum berlaku. Keputusan
Mendagri No. 43 Tahun 1977 menegaskan HPL berlaku sejak
didaftarkan. Demi hukum, Otorita Batam wajib melakukan
pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supaya HPLnya
berlaku dan memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, tanah
HPL yang belum didaftarkan sampai Otorita Batam bubar kelak,
secara yuridis belum berlaku sehingga belum dapat dikatakan
sebagai HPL Otorita Batam. Maka untuk memenuhi ketentuan PP
No. 46 Tahun 2007 mengenai pengalihan HPL Otorita Batam,
supaya dapat dialihkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulu
melakukan pendaftarannya.

Menelisik dan sekaligus memerhatikan penyajian analisis
tentang konstruksi manajemen dalam rangka implementasi
dan/atau pelaksanaan Hak Pengelolaan atas status tanah yang
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam), khususnya terhadap hak atas tanah di wilayah Kota
Batam, pada bagian berikut ini penulis akan manambahkan
analisis lanjutan berkenaan dengan implementasi Hak Pe-
ngelolaan (HPL) di wilayah Kota Batam tersebut.

Pertama, bahwa penerapan teori Jeremy Bentham, yang
terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme), belum di-
laksanakan secara sungguh-sungguh dan optimal. Berdasarkan
verifikasi penulis di lapangan atas implementasi HPL tersebut, bagi
sebagian besar masyarakat Kota Batam sangat tidak ber-keadilan
dan ada indikasi terjadi penggerusan prinsip kedau-latan rakyat
dan prinsip negara hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan
penulis, dahulu sekitar belasan tahun yang lalu pihak BP Batam
pernah memberikan persetujuan khususnya kepada pengembang
di Komplek Perumahan Kurnia Djaya Asri, setempat dikenal
dengan sebutan dan disingkat KDA, Kelurahan Belian, Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam dengan status tanah Hak Milik vide Pasal
16 UUPA yang mengatur tentang macam dan jenis-jenis hak atas
tanah, artinya memang sesungguhnya secara normatif dan yuridis
formaal yaitu berdasarkan ketentuan norma Pasal 2 UUPA, bahwa
di atas status tanah Hak Pengeloaan, diperkenankan untuk
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diterbitkan Hak Milik. Atas kebijakan ini oleh pihak Kantor
Pertanahan Kota Batam ada beberapa bangunan rumah tempat
tinggal di kompleks peru-mahan KDA tersebut alas hak tanahnya
bersertifikat Hak Milik. Namun, kebijakan ini dihentikan sama
sekali. Artinya, sebagian besar lagi hak atas tanah di komplek KDA
tersebut dikeluarkan dengan status tanah Hak Guna Bangunan
(HGB). Dengan keadaan seperti ini, masyarakat tersebut harus
menanggung pembebanan biaya pajak-pajak kepada negara
dengan dua bentuk dan jenis yaitu satu sisi pembayaran pajak
rutin Pajak Bumi dan Bangunan, dan sisi lain harus membayar
Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Dengan demikian,
masyarakat terus mempertanyakan tentang ketakadilan dan
sekaligus peneguhan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum
berkenaan atas pelaksanaan HPL tersebut yang pada intinya
memberikan beban kepada masyarakat, dan tentu atas keadaan
ini teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham khususnya bagi
warga masyarakat Kota Batam dalam realisasinya masih jauh
pang-gang dari api. Artinya, untuk mewujudkan rasa kebahagiaan
(utilitarianisme) dimaksud masih bersifat utopis, yaitu berupa
khayalan belaka.

Kedua, ada indikasi bahwa penerapan dan atau imple-
mentasi Hak Pengelolaan di wilayah Kota Batam itu lebih dominan
hanya mementingkan kepentingan kelompok dan golongan
tertentu yaitu kalangan pengembang dan industri. Menurut
penulis ketakadilan ini seharusnya tidak terjadi meski-pun daerah
Pulau Batam didorong oleh Pemerintah sedemikian rupa sebagai
daerah terdepan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, karena wilayah Pulau Batam dinilai sebagai pulau yang
sangat strategis dan potensial dalam kancah perdagangan
internasional karena letak geografisnya berbatasan langsung
dengan wilayah laut jalur perdagangan internasional dan sekaligus
berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia.
Menurut penulis dengan potensi Pulau Batam yang sangat
strategis itu tentu dalam hal ini diintegrasikan dengan fungsi,
tugas pokok negara dalam konteks mewujudkan cita-cita
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nasionalnya, secara paradigmatik filosofi, konstitusional dan
yuridis, bahwa negara beserta seluruh lembaga dan/atau instansi
terkait lainnya dalam hal ini pihak Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam) menurut ketentuan normatif dan yuridis tidak di-
perkenankan untuk menggerogoti sekaligus menenggelamkan
prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip peneguhan kedaulatan rakyat,
prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, dan prinsip keman-
faatan yang merupakan jangkar utama guna meneguhkan prin-sip
dan ciri bahwa Indonesia adalah sebagai Negara hukum.

Ketiga, patut diduga telah terjadinya penggerogotan nilai-
nilai Pancasila sebagai Dasar Negara (philosophy of paradigm).
Hal ini dimaksudkan penulis bahwa sebagian besar atas
implementasi Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan terdaftar
atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terhadap
sebagian besar status tanah di Wilayah Kota Batam tersebut,
kerap kali di lapangan terjadi peminggiran bahkan, pengabaian
terhadap hak-hak dasar masyarakat terutama yang bertempat
tinggal dan bermukim permanen, yang sudah turun temurun yang
lazimnya hal ini di Kota Batam disebut wilayah perkam-pungan
tua, bahwa sampai saat ini masih ada sebagian besar lahan
dan/atau tapak rumah permukimannya belum bisa didaftarkan
untuk mendapatkan sertifikat (tanda bukti hak) melalui Kantor
Pertanahan Kota Batam. Pihak BP Batam selalu saja mengklaim
bahwa hak tanah masyarakat perkampungan tua itu adalah
termasuk dari bagian HPL BP Batam. Kerunyaman ini terus
berlangsung, dimana pihak BP Batam masih saja menge-luarkan
alokasi penggunaan lahan di wilayah perkampungan tua tersebut
untuk kepentingan pengembang/developer dan/atau untuk
kepentingan pembangunan kegiatan perdagangan jasa dan
industri.  Intinya, manajemen perencanaan, peruntukan,
persediaan dan pemeliharaan atas tanah dan/atau bumi, air dan
ruang angkasa dalam konteks menyelenggarakan HPL vyang
dikuasai oleh BP Batam itu belum disesuaikan dan/atau belum
terintegrasi selaras dengan ketentuan rencana tata ruang dan
peruntukan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Batam vide Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang.
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Berkenaan dengan pelaksanaan HPL oleh BP Batam untuk
pelaksanaan kebijakan agraria-pertanahan di wilayah Kota Batam
belum dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan amanat
dan ketentuan Pasal 2 UUPA khususnya mengenai Hak Me-
nguasai Negara (HMN). Seharusnya, dengan mengedepankan
prinsip nasionalitas dan prinsip unifikasi hukum, seperti apapun
keadaan dan situasi serta kondisi daerah Pulau Batam tersebut,
bahwa dalam pelaksanaan substansi norma hukum dalam UUPA
dimaksud harus dilaksanakan dengan mengutakamakan prinsip
nasionalitas dan unifikasi dimaksud.

Secara paradigmatik dan teoretis konseptual, tentu di-
selaraskan dengan konstruksi serta paradigma politikk hukum
atas penerapan kebijakn keagrarian dan/atau pertanahan di
Indonesia, menurut pendapat penulis untuk menyelesaikan
permasalahan dimaksud, Permerintah bersama Dewan Perwa-
kilan Rakyat Republik Indonesia harus segera turun tangan,
melaksanakan tindakan yang sifatnya revolutif dan/atau cepat,
yaitu dengan segera melakukan langkah politik hukum yang
konkret, satu diantaranya diusulkan penulis yaitu untuk me-
nerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang/ Perpu,
dan/atau segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang,
Tentang Pertanahan dimaksud, untuk meletakan norma hukum
yang jelas berkenaan dengan bentuk penyelesaian yang
konstruktif atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksa-
naan/implementasi manajemen status tanah Hak Pengelolaan
(HPL) di wilayah Kota Batam tersebut.

a
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Faktor Kendala
Pelaksanaan Manajemen
Hak Pengelolaan (HPL)

analisis yang berkenaan dengan faktor kendala dan/atau

hambatan dalam hal melaksanakan manajemen status
tanah Hak Pengelolaan (HPL) terhadap sebagian besar hamparan
bidang tanah di wilayah Kota Batam, yang secara faktual di
lapangan HPL tersebut dikuasai dan terdaftar atas nama Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam). Terkait dengan faktor kendala
sebagaimana dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam dua
bagian yaitu faktor kendala yang bersifat internal dan faktor
kendala yang bersifat eksternal dan penyajian analisisnya
disampaikan penulis pada bagian di bawah ini.

A. FAKTOR KENDALA BERSIFAT INTERNAL

Berikut ini dijelaskan penulis faktor kendala yang bersifat
internal, satu diantaranya yaitu belum terwujudnya koordinasi
yang terintegratif. Untuk melaksanakan koordinasi yang terinte-
gratif diantara para penyelenggara yang harus terlibat dalam
melaksanakan manajemen Hak Pengelolaan (HPL) terhadap hak
atas tanah dengan status Hak Pengelolaan di wilayah Kota Batam
tersebut, bahwa dari hasil verifikasi di lapangan, ternyata sulit
untuk diwujudkan secara optimal. Bagi pihak Pemerintahan Kota
Batam, merasa mempunyai kewenangan yang lebih besar
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Dalam bagian ini, lebih lanjut penulis akan menyajikan

71
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Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan undang-
undang ini, tentu dalam perspektif pelaksanaan sistem peme-
rintahan dalam era otonomi daerah, bahwa pemerintah
Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang otonom untuk
mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mempunyai
kewenangan untuk melakukan perencanaan, peruntukan, per-
sediaan dan pemeliharaan terhadap tanah, bumi, air dan ruang
angkasa. Bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam
hal ini Kantor Pertanahan Kota Batam, kewenangannya terba-tas,
karena secara struktural pertanggungjawabannya harus
disampaikan secara vertikal, yaitu mulai dari Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau dan
dilanjutkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Dalam
situasi dan keadaan seperti ini, posisi dan keberadaan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Batam, tidak dapat memberikan
keputusan yang cepat terhadap segala kebijakan pertanahan yang
akan diputuskan pada tingkat daerah Kabupaten/Kota, tentu
termasuk di wilayah Kota Batam.

Demikian pula halnya terjadi pada pihak Badan Pengusa-haan
Batam (BP Batam). Secara struktural bahwa keberadaan BP
Batam tersebut pertanggung jawaban atas tugas pokok,  fungsi
dan kewenangannya disampaikan secara vertikal kepada
pemerintah pusat di Jakarta, yaitu kepada Kementerian Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga dengan keadaan
seperti ini, pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut
tidak mempunyai kewenangan dalam hal memutus- kan atas
permasalahan yang sifatnya penting dan strategis, khususnya
terkait dengan pelaksanaan manajemen terhadap hak atas tanah
dengan status Hak Pengelolaan (HPL) tersebut. Atas situasi
seperti ini, tentu terhadap hasil rapat koordinasi yang telah
diputuskan bersama antara pihak pemerintah Kota Batam, pihak
Kantor Pertanahan Kota Batam dan pihak Badan Pengusahaan
Batam (BP Batam) otomatis mengalami ketersumbatan untuk
mendapatkan keputusan atas hasil rapat koordinasi dimaksud.
Menurut pendapat penulis atas situasi dan keadaan yang demikian
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jalan penyelesaiannya harus segera dibuat dan diterbitkan oleh
Presiden berupa alat hukum (Moh. Mahfud MD, 2012) yang
mampu mencarikan jalan penyelesaian yang sifatnya konstruktif
berdasarkan prinsip dan ciri negara hukum. Alat hukum yang
dimaksudkan penulis yaitu berupa Peraturan Presiden (Perpres)
yang secara subtansial dalam Peraturan Presiden itu harus diatur
dan ditetapkan secara tegas yaitu mengenai tugas pokok, fungsi
dan kewenangan masing-masing pihak, yaitu pihak Pemerintah
Kota Batam, pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, dan pihak
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam hal untuk
melaksanakan manajemen hak atas tanah dengan status Hak
Pengelolaan (HPL) terhadap sebagian besar hak atas tanah yang
ada dan terdapat di wilayah Kota Batam, yang dikuasai dan
terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

B. FAKTOR KENDALA BERSIFAT EKSTERNAL

Pada bagian berikut ini, akan dijelaskan faktor kendala yang
bersifat eksternal. Merupakan faktor kendala yang bersifat
eksternal terkait dengan pelaksanaan manajemen hak atas tanah
dengan status Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, satu diantaranya
adalah (Syafruddin Kalo, 2004) masih sulitnya melakukan
penertiban secara tuntas terhadap semakin meningkatnya hunian
Rumah Liar (Ruli) di Kota Batam. Kota Batam sebagai daerah
perdagangan, jasa dan industri pada kenyataannya ber-implikasi
negatif terhadap migrasi penduduk yang datang dari desa di
seluruh penjuru tanah air Indonesia untuk datang mencari
pekerjaan di Kota Batam. Akibatnya, terjadi ledakan migrasi
penduduk ke Kota Batam yang tidak dapat dibendung, dan saat
ini jumlah penduduk Kota Batam sudah lebih dari satu juta
penduduk, idealnya jumlah penduduk Kota Batam ini sekitar
empat sampai dengan lima ratus ribu penduduk. Kenyataan
menunjukan di lapangan, saat ini di beberapa titik Kelurahan dan
Kecamatan di wilayah Kota Batam, hak atas tanah dengan status
Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasai dan terdaftar atas nama
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tersebut, sudah dikuasai
dan/atau ditempati oleh penduduk migran yaitu sebagai rumah
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tempat tinggal dan/atau permukiman. Meskipun sekarang ini
sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam tentang
larangan membangun rumah secara liar, kenyataan di lapangan
hal ini belum dapat diselesaikan secara optimal oleh Pemerintah
Kota Batam.

Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk dapat melakukan
penyelesaian secara komprehensif dan konstruktif sudah saatnya
untuk segera dibentuk Tim Terpadu (Timdu) yang keanggotaan-
nya melibatkan instansi terkait. Tugas pokok tim kerja terpadu ini
adalah fokus untuk melaksanakan dan menegakkan Per-aturan
Daerah (Perda) Kota Batam, tentang larangan mem-bangun
rumah secara liar di wilayah Kota Batam. Untuk lebih
mengefektifkan terhadap hasil kinerja tim terpadu itu, menurut
pendapat penulis keanggotaan Tim Terpadu tersebut paling tidak
terdiri atas pihak Pemerintahan Kota Batam, pihak Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam), pihak Kantor Pertanahan Kota
Batam, pihak Unit Pengendali Teknis (UPT) Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang ada
dan terdapat di Kota Batam, pihak Unit Pengendali Teknis (UPT)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ada
dan terdapat di Kota Batam. Khusus keanggotaan yang dari pihak
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan dari pihak
Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut harus dilibatkan.
Menurut pendapat penulis hal itu sangat diperlukan, karena pada
kenyataannya penduduk yang datang sebagai migrasi ke Kota
Batam tersebut, pada saat ini sudah masuk dan memperluas
untuk membangun rumah hunian secara liar ke titik lokasi
kawasan hutan lindung, dan demikian juga telah masuk ke
kawasan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar
wilayah Kota Batam tersebut.

Dalam konteks sistem pemerintahan, terutama dalam
konteks melaksanakan pelayanan publik (Arie Sukanti Hutagalung,
1985) dalam era dan/atau rezim otonomi daerah, bahwa yang
memimpin Tim Terpadu yang tugas pokoknya adalah menertibkan
terhadap semua bangunan rumah liar itu, secara yuridis formal
ketua dan/atau pemimpinnya harus ber-asal dari pihak
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Pemerintahan Kota Batam, tentu dalam hal ini bertindak sebagai
pengarah dan/atau pembina adalah Walikota Kota Batam, dan
bertindak sebagai Ketua Pelaksana adalah Kepala Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Batam. Agar tidak terjadi
benturan dan permasalahan hukum yang rumit di lapangan,
penulis berpendapat bahwa Tim Kerja Terpadu ini harus
menjalankannya dengan mengutamakan prinsip dan ciri negara
hukum. Artinya, tidak boleh terjadi pelanggaran Hak Asasi
Manusia dalam menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam
melaksanakan prosesnya harus dimulai melakukan pendataan
secara komprehensif dan valid terhadap semua penduduk
pendatang ke Kota Batam. Tahapan selanjutnya, memberikan
advokasi dan/atau penyuluhan kepada masyarakat pendatang
tersebut, untuk penduduk yang datang ke Kota Batam paling lama
dua bulan dan pada kenyataannya belum mendapat pekerjaan di
Kota Batam, agar segera dipulangkan ke kampung halamannya,
tentu untuk ongkos dan/atau biaya transportasinya ditanggung
dan menjadi beban bersama antara pihak Pemerintah Kota Batam
dan pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Bagi penduduk pendatang, dan pada kenyataannya telah
mendapatkan pekerjaan di Kota Batam, segera diselesaikan
administrasi kependudukannya sebagai penduduk di Kota Batam.
Kemudian terhadap penduduk pendatang yang telah mempunyai
pekerjaan tetap ini, segera dilakukan realokasi ke daerah dan/atau
ke lokasi lain di areal hak atas tanah di wilayah Kota Batam yang
tata peruntukannya memang sebagai daerah tempat tinggal
dan/atau permukiman. Hal ini penting dilakukan agar (Idham,
2005) tidak terjadi guncangan paradigma (shock of paradigm)
dalam konteks melaksanakan manajemen atas hak tanah dengan
status Hak Pengelolaan (HPL) terhadap sebagian besar hak atas
tanah yang ada dan terdapat di wilayah Kota Batam yang
dikuasai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP
Batam).



V

Penutup

nyampaikan suatu kesimpulan terhadap beberapa per-

masalahan pokok yang telah dilakukan analisisnya. Pada
bagian penutup ini akan disampaikan penulis dua hal pokok
sekaligus yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Merupakan
bagian kesimpulan, bahwa pelaksanaan manajemen terhadap
status tanah Hak Pengelolaan (HPL) untuk sebagian besar hak
atas tanah yang ada dan terdapat di wilayah Kota Batam, yang
hak atas tanah mana dikuasai dan terdaftar atas nama Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam), pada kenyataannya belum dapat
terlaksana secara maksimal, karena pada kenyataannya masih
ditemukan beberapa faktor kendala yang dihadapkan di lapangan.
Faktor kendala yang dimaksudkan, pada prinsipnya bersifat
kendala yang internal maupun eksternal sebagaimana yang telah
dijelaskan penulis pada bagian di atas.

Seharusnya pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan
proses pekerjaan perencanaan, peruntukan, persediaan dan
pemeliharaan hak atas tanah dengan status Hak Pengelolaan itu
sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu dalam
pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan
hukum yang telah ada, dan telah dijelaskan penulis pada bagian
di atas. Dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya
semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan
manajemen atas status tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut,
dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwu-
judan dan/atau peneguhan untuk tetap ditegakannya prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat dan, ciri bahwa Indonesia adalah

Dalam bagian penutup ini, tibalah saatnya penulis me-
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negara hukum, dengan mengutamakan penerapan teori utama
dalam buku ini yaitu penerapan teori Jeremy Bentham, yang
terkenal dengan teori kebahagiaan (utilitarianisme). Bentham
mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum (/aw enforce-
ment) tujuan akhirnya harus dapat memberikan garansi dan/ atau
jaminan  untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan
(utilitarianisme) bagi dan untuk kepentingan seluruh warga
masyarakat.

Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak
yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait
dengan status tanah Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, harus
segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu
dalam perspektif politik anggaran, tentu hal ini harus dilakukan
secara fokus dan berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan
untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus
yaitu oleh pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan
demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, yang
kedua-keduanya alokasi penambahan anggaran itu alokasinya
adalah dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Bagi pihak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) alokasi
penambahan anggaran tersebut, proses pengusulannya
disampaikan oleh pihak Kementerian Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) melalui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan bagi Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
usulannya disampaikan melalui Komisi II Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan bagi Peme-
rintah Kota Batam usulan penambahan anggaran dimaksud, tentu
proses pengusulannya disampaikan melalui Dewan Per-wakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Hal ini bertujuan agar
pelaksanaan manajemen status tanah Hak Pengelolaan itu dapat
dilaksanakan secara terencana, fokus dan berkelanjutan untuk
mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya
untuk mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian bagi
seluruh warga masyarakat di Kota Batam.
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Lampiran 1

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan
kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih
bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk
membangun masyarakat yang adil dan makmur;

bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan
jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan
dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan
revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;

bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan
berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di-
dasarkan atas hukum barat;

bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
kepastian hukum;

Berpendapat :

a.

bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-
pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan
tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama;

bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang
dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat
Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan
zaman dalam segala soal agraria;

bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjel- maan
dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan,
Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas
kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar;
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d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan
dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam
pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik
Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal
17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur
pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua
tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan
maupun secara gotong-royong;

e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-
sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk
undang-undang yang akan merupakan dasar bagi pe-nyusunan
Hukum Agraria Nasional tersebut di atas;

Memperhatikan :

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indo- nesia
No. 1/ Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan
Penggunaan Tanah;

Mengingat :

a.  Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;

b.  Pasal 33 Undang-Undang Dasar;

Cc. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960
No.10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada haluan
Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;

d. Pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar;

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Memutuskan :

Dengan mencabut :

1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat
dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie”
(Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya
dari pasal itu;

2. a. “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit”

(Staatsblad 1870 No. 118);
b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875
No. 119A;
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c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam Pasal 1 dari
Staatsblad 1874 No. 94f;

d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam
Pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;

e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van
Borneo” tersebut dalam Pasal 1 dari Staatsblad 1888  No. 58;

Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No.

117) dan peraturan pelaksanaannya;

Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai
hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-
undang ini;

Menetapkan :

1
()

3)

“)
©)
(6)

UNDANG-UNDANG tentang PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA
PERTAMA
Bab I
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK
Pasal 1

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang
angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang
bersifat abadi.

Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun
laut wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan
air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.
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1

()

3)

4

Pasal 2

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini

memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara

tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-

besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan
dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak ber-
tentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelak-
sanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.

)

Pasal 4
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum.
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(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang ber-
sangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada
diatasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain
yang lebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercan- tum dalam

Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum

agama.
Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam

Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi,

air dan ruang angkasa.

Pasal 9

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-
batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.

(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi
diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas
tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara
pemerasan.
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Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur
dalam peraturan perundangan.

Pasal 11
Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan
bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang
bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar terca- pai
tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan
atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum
golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan
terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12
Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam
bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan
usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Pasal 13
Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan
agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan
kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup
yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri
maupun keluarganya.
Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria
dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli
swasta.
Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan
sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan
agraria.

Pasal 14
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan
(3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah
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dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum

mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan

ruang angkasa serta kekayaan alam yang ter-kandung di dalamnya :

a. untuk keperluan Negara;

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupann masyarakat, sosial,
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah
Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,
air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan
daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal
ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah
Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala
Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/
Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah

kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau

instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan
memerhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Bab II
HAK-HAK ATAS TANAH, AIR
DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH
Bagian I
Ketentuan-ketentuan umum
Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
ialah :

a. hak milik,
b.  hak guna-usaha,
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hak guna-bangunan,

hak pakai,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut hasil hutan,

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan
dalam Pasal 53.

Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) ialah :

a. hak guna-air,

b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,

c.  hak guna ruang angkasa.

Pasal 17

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum
dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang
singkat.

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan
ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Per-aturan
Pemerintah.

Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini,
yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksana-
kan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

S@ "o a0

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang.
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Bagian II
Pendaftaran Tanah
Pasal 19
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak ter-
sebut;
Cc. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.
Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III

Hak Milik

Pasal 20
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 6.
Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21
Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula war-ganegara
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya
undang-undang ini  kehilangan kewarganegaraannya  wajib
melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak
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diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya
jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mem-
punyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan
dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 22

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
hak milik terjadi karena :

a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
b.  ketentuan Undang-undang.
Pasal 23

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pem-
bebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur

dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak

tanggungan.

Pasal 26

(1 Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung
atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing,
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kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada
suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan
tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut
kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

a.

1

)

3)

1
)

3)

1

tanahnya jatuh kepada Negara :
1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).
tanahnya musnah.

Bagian IV

Hak guna-usaha
Pasal 28

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana

tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan

atau peternakan.

Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5

hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih

harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan

yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Pasal 29

Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat

diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan per-

usahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.
Pasal 30

Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :
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a. warganegara Indonesia;
b.  badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia  dan
berkedudukan di Indonesia.

Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat
(1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib mele-paskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak
guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna
usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang  ditetapkan dengan  Peraturan
Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

)

()

Pasal 32

Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 19.

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha,
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena :

a.
b.

@ oo

jangka waktunya berakhir;

dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;

dicabut untuk kepentingan umum;

diterlantarkan;

tanahnya musnah;

ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).
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Bagian V
Hak guna bangunan

Pasal 35
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut
dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20
tahun.
Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :
a. warganegara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.
Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan
tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1)
pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak
guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika
hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena
hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna bangunan terjadi :

a.

b.

)

mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena
penetapan Pemerintah;
mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik
antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan
memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menim-
bulkan hak tersebut.

Pasal 38
Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya,
demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 19.
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Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena
jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.

Pasal 40

Hak guna bangunan hapus karena :

a.
b.

@ oo

1
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jangka waktunya berakhir;
dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;
dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;
dicabut untuk kepentingan umum;
diterlantarkan;
tanahnya musnah;
ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

Bagian VI

Hak pakai

Pasal 41
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Hak pakai dapat diberikan :
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa
berupa apapun.

Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang
mengandung unsur-unsur pemerasan.
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Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :

a.
b.
C.

1

)

1

)

3)

warga negara Indonesia;
orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin
penjabat yang berwenang.

Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain,
jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang ber-sangkutan.

Bagian VII
Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya
sejumlah uang sebagai sewa.

Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
b.  sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :

a.
b.
C.

warganegara Indonesia;
orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
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Bagian VIII
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Pasal 46
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat
dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah
tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
Bagian IX
Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
Pasal 47
Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu
dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian X
Hak guna ruang angkasa
Pasal 48
Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mem-
pergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna
usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi,
air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal
lainnya yang bersangkutan dengan itu.
Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial
Pasal 49
Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial
diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan
memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya
dalam bidang keagamaan dan sosial.
Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai
dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dengan hak pakai.
Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.



LAMPIRAN 1 99

1
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Bagian XII
Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 50
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan
undang-undang.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur
dengan peraturan perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha
dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur
dengan Undang-undang.

)

()

3)

)

()

Bab III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-

Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud
dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50
ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Bab IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi
sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan
hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang
singkat.

Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
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Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan 26, maka
jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah me-
nyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang
disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia
dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut Pasal 21
ayat (1).
Pasal 55

(1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi Pasal I, II, III, IV
dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya
berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut,
dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

(2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka ke-
mungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang
untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu
diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan
nasional semesta berencana.

Pasal 56
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal
50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya
mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana
atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal
51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908-542
sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum
terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak
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bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

1

()

3)

4

©)

(6)

KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal 1

Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-
undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang
mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam
Pasal 21.

Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan
dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini
menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang akan
berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan
tersebut di atas.

Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang
di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-
negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh
Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan
tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun.

Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak
erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak
guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), yang membebani
hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak
erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang
mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau
hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang
membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna
bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak
tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.
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Pasal 11

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau
mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti
yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom,
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa,
pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak
usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama
apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria,
sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik
tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya
tidak memenubhi syarat sebagai tersebut dalam Pasal 21.

Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, war-
ganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mem-
punyai kewarganegaraan asing dan badan hukum vyang tidak
ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai
dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih
lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III

Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak
guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) yang akan
berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi
selama-lamanya 20 tahun.

Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai ber-lakunya
Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya
diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh
Menteri Agraria.

Pasal IV

Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar
dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria
agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak
diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan ber-
langsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun
dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
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(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan
termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima
syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun
permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau
sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama
lima tahun sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal V

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna
bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa
waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20
tahun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut
dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur,
bruikleen, ganggam bauntuik,, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas,
dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih
lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini
menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi
wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang
haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pasal VII

(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada
pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik
tersebut pada Pasal 20 ayat (1).

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap
menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1), yang memberi
wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang
haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau
sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah
yang memutuskan.

Pasal VIII

(1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada Pasal I ayat (3) dan
(4), Pasal II ayat (2) dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 36
ayat (2).
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(2) Terhadap hak guna usaha tersebut pada Pasal II ayat (2), Pasal III
ayat (1) dan (2) dan Pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam
Pasal 30 ayat (2).

Pasal IX

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam
pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur
tersendiri.

KEEMPAT

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja
atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya
Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A
di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
(SOEKARNO)

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960

SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
(Tamzil)

LEMBARAN NEGARA 1960 — 104
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

A. PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria
Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan

rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris,
bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat
yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu
hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan
salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan
makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru
merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu
disebabkan terutama :

a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan
sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan
dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam melaksanakan
pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi
nasional sekarang ini;

b. karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan
berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat,
hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan
yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan
Bangsa;

c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak
menjamin kepastian hukum..

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang
Nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang
tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang
dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat
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dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman
dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus
mewujudkan penjelmaan daripada azas kerohanian Negara dan cita-cita
Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,
Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan
pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar
dan Garis-garis besar daripada Haluan Negara yang tercantum di dalam
Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan
ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru
tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di
dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi
penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-undang itu formil
tiada bedanya dengan Undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan
yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi
hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di dalamnya hanyalah azas-
azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya
disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelak-sanaannya akan
diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-peraturan
Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya.

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok
Agraria ialah :

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional,
yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kese-
derhanaan dalam hukum pertanahan;

c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional

(1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam Pasal 1 ayat
(1), yang menyatakan, bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah
kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia”, dan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi
bahwa : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air
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dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional”. Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang ang-kasa dalam
wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan
oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa
Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya
saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau
tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau
yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka
hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa
Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat
pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang
mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun hu-bungan antara
bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indo-nesia itu adalah
hubungan yang bersifat abadi (Pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa
selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia
masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu
masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada
sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan
hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini
daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang
angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar
ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap
merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia juga.
Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa
tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian
dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan,
bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi
bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal
adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa
dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat
dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (Pasal 4 jo. pasal
20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut
tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak
guna-usaha, hak guna- bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-hak
lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain (Pasal 4
jo. Pasal 16).
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Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannya
dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2
di bawah.

(2) “Azas domein” yang dipergunakan sebagai dasar daripada per-
undang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan
tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat
Indonesia dan azas daripada Negara yang merdeka dan modern.
Berhubung dengan ini azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai
“pernyataan domein”, yaitu misalnya dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S.
1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58
ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa
untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa
bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah.
Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh
rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus
dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa
“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai
dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam
pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang
memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari
Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaannya;

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas
(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur
(Pasal 2 ayat 2 dan 3).

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua
bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang
maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah
dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya
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sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang
mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas
kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-
pembatasannya dinyatakan dalam Pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya
serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.
Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan
hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya,
misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa
(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu
kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi
pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum,
sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana
akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.

(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan

kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka
di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan
mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam
bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa :
“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masya-
rakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepen-
tingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya
hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui
biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta
diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah
hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat
bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu
pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan
disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang
pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak
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ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut
kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang
bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah
(umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan
sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”,
yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak
ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian
hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu
sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah
dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak
ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-
besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar
dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan
pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa
pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena
mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan
pangkal pikiran kedua daripada ketentuan pasal 3 tersebut di atas.
Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan
nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun
pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.
Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini
sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan
hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada
hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah
lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang
demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam
pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya
usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti,
bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan
diperhatikan sama sekali.

(4) Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa: “Semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau
tidak dipergunakan) semata-mata untuk ke-pentingan pribadinya, apalagi
kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah
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harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang
mempunyainya maupun ber-manfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan
umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memerhatikan pula
kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah
saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok
: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2
ayat 3). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang
sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah
kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah
ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang
bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan
tanah itu (Pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan
diperhatikan kepentingan fihak yang ekonomi lemah.

(5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka
menurut Pasal 9 jo Pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak
dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada
orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat
mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.
Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat
mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk
(pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak
milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu
mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada
jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang
khusus (hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut
Pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-
usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai
batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (Pasal
17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat
mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan
masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan,
sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu “escape-
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clause” yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai
hak milik. Dengan adanya “escape-clause” ini maka cukuplah nanti bila
ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan
hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk
badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak
milik atas tanah (Pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak
dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam Pasal 49 sebagai
badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi
sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan
keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan
bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

(6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan
tersebut di atas ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa : “Tiap-
tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi
diri sendiri maupun keluarganya.”

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan
warganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat
kedudukan ekonominya. Maka di dalam Pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa
: “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak
milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-
golongan yang lemah yang dimaksudkan itu. Dalam hubungan itu dapat
ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11 ayat
1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan
pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha
agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial yang
berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria
harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan
nasional (Pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewa-jiban untuk
mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam
lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (Pasal 13 ayat 2). Bukan
saja usaha Swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat
monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh
karena itu, usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan Undang-undang (Pasal 13 ayat 3).
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(7) Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang pada
dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan
dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-
negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut
“landreform” atau “agrarian reform” yaitu, bahwa “Tanah pertanian
harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh pemiliknya
sendirinya”.

Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan
ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas
minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia
mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan
keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai
batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (Pasal
17), agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan
tertentu saja. Dalam hubungan dengan ini Pasal 7 memuat suatu azas
yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu
adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu
dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan
lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan
terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan
tanahnya kepada orang lain. Dalam pada itu mengingat akan susunan
masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu
yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan
tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya
secara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu
harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan
peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan
hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat (Pasal 24, 41 dan
53). Begitulah misalnya pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian
bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada
persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar
“freefight”, akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan
tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan
keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan (“exploitation de I’homme par
I'hnomme). Sebagai misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan di
dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang “Perjanjian Bagi Hasil”
(LN. 1960-2). Ketentuan Pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yang
pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2).
Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagai sekarang ini maka
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peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka
kemungkinan diadakannya dispensasi. Misalnya seorang pegawai negeri
yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah satu dua hektar
dan berhubung dengan pekerjaannya tidak mungkin  dapat
mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus
memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada
orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi hasil dan lain
sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja lagi, misalnya setelah pensiun,

tanah itu harus diusahakannya sendiri secara aktip (ayat 3).

(8) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan
Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu
rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan dan
persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan
hidup rakyat dan Negara : Rencana Umum (“National planning”)
yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci
menjadi rencana-rencana khusus (“regional planning”) dari tiap-tiap
daerah (Pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan
tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat
membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan keseder-
hanaan hukum

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

(1) Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini
mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara
hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut
hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku
IT Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang
Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara
sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan
keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan
kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia
sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang
baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum
adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan
dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam
hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan
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Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam
pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masya-
rakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

(2) Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-Undang
Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya
perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari
golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam
Pasal 11 ayat 2, bahwa: “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan
keperluan hidup golongan rakyat di mana perlu dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional diper- hatikan”. Yang
dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat
misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat
pedesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat dan rakyat yang
lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut
selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonomi lemah.

(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum barat
dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai
kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggara pula.
Sebagai yang telah diterangkan di atas, selain hak milik sebagai hak

turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenai hak-hak atas

tanah menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam Pasal 16 ayat 1

huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah

terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak
guna usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan
hak guna bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan di atas

tanah orang lain) (Pasal 16 ayat 1 huruf b dan c).

Adapun hak-hak yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini
semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut

Undang-Undang Pokok Agraria.

IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum

Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari
ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23,
32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan,
dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu.
Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi,
agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang
bersifat “rechts-kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian
hukum.
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Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas
sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil
dan peralatannya. Oleh karena itu, maka akan didahulukan
penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada
kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan Kepastian hukum
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian
tentang haknya itu sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah
sebagai suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan
pendaftaran tanah yang bersifat * rechtskadaster” artinya yang bertujuan
menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat
pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-
lintas sisial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang
personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada
kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum,
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran
tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu,
tidak akan ada artinya sama sekali.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-
Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian “bumi” dan
“tanah”, sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 4
ayat 1. Yang dimaksud dengan “tanah” ialah permukaan bumi. Perluasan
pengertian “bumi” dan air dengan ruang angkasa adalah bersangkutan
dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya
dalam waktu-waktu yang akan datang.

Pasal 2

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan
medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria
menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat
(Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka
pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara
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atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala se-suatunya akan
diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam
bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah
apa yang di dalam perpustakaan adat disebut “beschikkingsrecht”.
Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).

Pasal 4

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang
baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).

Pasal 6

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4).

Pasal 7

Azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” sebagai yang
telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan
itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada
pengecualiannya.

Pasal 8

Karena menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu
hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-
wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-
kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang
angkasa. Oleh karena itu, maka pengambilan kekayaan yang dimak-
sudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan
pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Pasal 9

Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan
dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 dan
2.

Pasal 10

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata
“pada asasnya” menunjuk pada kemungkinan diadakannya penge-
cualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal di dalam
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Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur
di dalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan Pasal 7).
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya masih dimungkinkan oleh
Pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis
lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa
warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya.
Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).

Pasal 12

Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan
ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-royong
lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya
suatu “usaha bersama” antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria.
Yang dimaksud dengan “fihak lain” itu ialah

Pemerintah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau
swasta dengan “domestic-capital” yang progressip.

Pasal 13

Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial
yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

Pasal 14

Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah
dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan
corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan
pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping
perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk
industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan €). Perencanaan itu tidak
saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan,
perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk
memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus
dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah
Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.

Pasal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah wajib
dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim
dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-
petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan.
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Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai
dengan azas yang diletakkan dalam Pasal 5, bahwa hukum pertanahan
yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas
tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum
adat. Dalam pada itu hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan
untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini . Perlu
kiranya ditegaskan bahwa hak guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna bangunan bukan hak opstal.
Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-
ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 7 dan 10) tetapi
berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat
dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo
Pasal 53).

Pasal 17

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang ditentukan
dalam Pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di dalam
waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang
merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi
akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian. Tanah-tanah
tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat vyang
membutuhkannya. Ganti kerugiann kepada bekas pemilik tersebut di atas
pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah
itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk
membayar harga tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh
Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para
bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang
dimaksudkan itu.

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang
mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan
tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan
untuk mencegah pemecah belahan (“versplintering”) tanah lebih lanjut.
Di samping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya : transmigrasi,
pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi, supaya
batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur.

Yang dimaksud dengan “keluarga” ialah suami, isteri serta anak-anaknya
yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya
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berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi
kepala keluarga.

Pasal 18

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas
tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat,
misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak.

Pasal 19

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana
dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan
(Lihat Penjelasan Umum 1V).

Pasal 20

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang
“terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian
sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak, tak
terbatas dan tidak dapat diganggu gugat” sebagai hak eigendom menurut
pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang
bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap
hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk
membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai
dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas
tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya : paling)
kuat dan terpenuh.

Pasal 21

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5).
Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain
cara dilarang oleh Pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara yang disebut dalam
ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu
tindakan positip yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak itu.
Sudah selayaknya kiranya bahwa selama orang-orang warganegara
membiarkan diri di samping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai
kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan tanah dia dibedakan
dari warganegara Indonesia lainnya.

Pasal 22

Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah
pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal
yang merugikan kepentingan umum dan Negara.

Pasal 23

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).
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Pasal 24

Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-
bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah
misalnya : sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan.

Pasal 25

Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan pemiliknya,
Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara)
menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 53.
Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.

Pasal 26

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II
angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah.
Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan
antara warga negara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis kuat
dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak
asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada
ketentuan dalam Pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki
tanah.

Pasal 27

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Pasal 28

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan
miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.
Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna usaha ini hanya dapat
diberikan untuk keperluan di atas dan atas tanah yang luasnya paling
sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna usaha dapat
beralih dan dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak
tanggungan. Hak guna usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-
orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing
hanya mungkin dengan pembatasan yang disebut dalam Pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya
dilakukan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang luasnya
25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik
perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnya
kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya boleh dilakukan secara yang
tidak baik, karena di dalam hal yang demikian hak guna usahanya dapat
dicabut (Pasal 34).
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Pasal 29

Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang waktu
berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan ke-
mungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup
lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur
panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada
tanaman kelapa sawit.

Pasal 30

Hak guna usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing.

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-
badan hukum yang bermodal nasional yang progresip, baik asli maupun
tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna usaha
hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan
oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta
berencana (Pasal 55).

Pasal 31s/d 34

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam Pasal 32 sudah
dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka 1V).

Pasal 35

Berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan tidak
mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang
dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.
Pasal 36

Penjelasannya sama dengan pasal 30.

Pasal 37 s/d 40

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam
pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka 1V).

Pasal 41 dan 42

Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” daripada hak-hak yang
dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang
semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah
sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang
mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka
usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan
Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut
dengan satu nama saja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan
pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya
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dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing
dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang
terbatas.

Pasal 43
Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 44 dan 45

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat
khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk
bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1. Hak
sewa tanah pertanian hanya mempuyai sifat sementara (Pasal 16 jo 53).
Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik
tanah.

Pasal 46

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak
dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur
dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih  luas
daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum vyang ber-
sangkutan.
Pasal 47

Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah
mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika
mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini sudah
termasuk dalam isi dari-pada hak milik atas tanah.

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau
mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan
mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka
seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui
tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan
pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut
tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan
dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

Pasal 48

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa
ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari.

Pasal 49

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan
peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria
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yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan
pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf b.

Pasal 50 dan 51

Sebagai konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya dimuat
pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.

Pasal 52

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-
per-aturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana
sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 53

Sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16.

Pasal 54

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan 26.
Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC tetapi
pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum mendapat
pengesahan akan terkena oleh Ketentuan Konversi Pasal I ayat 3, Pasal II
ayat 2 dan Pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu
diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak
atas tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal.
Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan di dalam Pasal 12
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh
penegasan dari instansi yang berwenang.

Pasal 55

Sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30.

Ayat 1. mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat 2
menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam
penjelasan Pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat 2 ini hanya
dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh Undang-undang pemba-
ngunan nasional semesta berencana.

Kedua : hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan Konvensi ini
semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang disebut dalam Pasal I, II,
III, IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan
dalam Peraturan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 dan syarat-syarat
khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang
disebutkan dalam akte haknya yang dikonversi itu, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturannya yang baru.
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Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk
menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada perombakan hukum
agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan
pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih
bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2043



Lampiran 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

Menimbang:

a.

bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber
daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana,
berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah
penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat
terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum
dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan inter-nasional
menuntut  penegakan prinsip  keterpaduan, keberlanjutan,
demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penye-
lenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil
Pancasila;

bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan
Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah
yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewe-
nangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan
keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak
menimbulkan kesenjangan antardaerah;

bahwa keberadaan ruang vyang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang
sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang
transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang vyang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

126
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bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada
pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan
ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan
ruang yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pena-taan
ruang.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pre-siden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan peme-rintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Bupati, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan
kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian peman-faatan ruang.
Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk me-nentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewu-judkan
tertib tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis be-serta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang
yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal
perkotaan.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budi daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau
lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu
yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemu-satan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu
juta) jiwa.

Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua)
atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fung-
sional dan membentuk sebuah sistem.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau ling-kungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
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29.

30.

31.

32.

33.
34.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan dalam bidang penataan ruang.

BAB I1
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang
diselenggarakan berdasarkan asas:

Q

mSempoow

keterpaduan;
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
keberlanjutan;
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
keterbukaan;
kebersamaan dan kemitraan;
pelindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan; dan
akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a.

terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan ling-kungan
buatan;
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terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam
dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya
manusia; dan

terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama
kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis
kawasan.

1
()
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Pasal 5
Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan
sistem internal perkotaan.
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas
kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,
dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota.

Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan
ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas

penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang

kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.
Pasal 6

Penataan ruang diselenggarakan dengan memerhatikan:

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
rentan terhadap bencana;

b.  potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum,
pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

Cc.  geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,

dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara

berjenjang dan komplementer.
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3)

4

©)
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Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi
dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan.

Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-
undang tersendiri.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7
Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
negara memberikan kewenangan penyelenggaraan pena-taan ruang
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah

Pasal 8

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang

meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pe-
laksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang
kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabu-paten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pem-fasilitasan
kerja sama penataan ruang antar provinsi.

Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional

meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;

o
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b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
c.  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan

strategis nasional meliputi:

a. penetapan kawasan strategis nasional;

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;

Cc. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
nasional.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah
melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah
berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang pe-nataan
ruang.

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam
rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang
disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah nasional; dan

3) pedoman bidang penataan ruang;

b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan

ruang.
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang
Menteri.

(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan
penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan

c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
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Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 10

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan

penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelak-
sanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/ kota,
serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
provinsi dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan
kerja sama penataan ruang antar kabu-paten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan

penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;

b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, pemerintah daerah provinsi

melaksanakan:

a. penetapan kawasan strategis provinsi;

b perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan

d pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
provinsi.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf ¢ dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah

kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam
rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
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2) disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi; dan
3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan
ruang.

(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah
mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Wewenang erintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penye-
lenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pe-
laksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan
kawasan strategis kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabu-
paten/kota; dan

d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pe-laksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabu-
paten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pe-
merintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota;

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

d pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabu-
paten/kota.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/ kota mengacu
pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk
pelaksanaannya.
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(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah
kabupaten/kota:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana
umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pe-
laksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan
ruang.

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat
memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang,
pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah pe-nyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Pasal 12
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk
pedoman bidang penataan ruang.

Pasal 13
(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan masyarakat.
(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi
pedoman bidang penataan ruang;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
penataan ruang;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penulisan dan pengembangan;
f.  pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan
ruang;
g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masya-
rakat; dan
h.  pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masya-rakat.
(3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota
menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagamana
dimaksud pada ayat (2) menurut kewe-nangannya masing-masing.



LAMPIRAN 2 137

4

1

()

3)

)
©)

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

BAB VI
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Perencanaan Tata Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. rencana umum tata ruang; dan

b.  rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a secara berhierarki terdiri atas:

a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b.  rencana tata ruang wilayah provinsi; dan

c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang
wilayah kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri atas:

a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang
kawasan strategis nasional;

b.  rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata
ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a dan huruf b disusun apabila:

a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar da-lam
pelaksanaan  pemanfaatan ruang dan  pengendalian
pemanfaatan ruang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan
yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf ¢ dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata
ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah
provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabu-paten/kota mencakup
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

(1)
()

3)

4

)
()
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)

©)

(6)

Pasal 16

Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.
Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai

dengan masa berlakunya; atau
b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.
Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi
rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak
yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pe-ninjauan
kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan per-aturan pemerintah.

Pasal 17
Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang.
Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem
jaringan prasarana.
Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya seba-gaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan
pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan
keamanan.
Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan
hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran
sungai.
Penyusunan rencana tata ruang harus memerhatikan keterkaitan
antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata
ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan
sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 18

(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana
tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih
dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata
ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari
Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara pe-nyusunan
rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan Menteri.

Paragraf 2
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional
Pasal 19

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memer-hatikan:
a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil

pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
C. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas

ekonomi;
d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan
daerah;
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
rencana pembangunan jangka panjang nasional;
rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.

So ™o

Pasal 20
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
nasional;
b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem
perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan
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dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana
utama;

c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan
lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai
strategis nasional;

d. penetapan kawasan strategis nasional;

e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan; dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional
yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional,
arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan
sanksi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang
nasional;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
nasional;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah nasional;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar
sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f.  penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua

puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan

pemerintah.

Pasal 21

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden.
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(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyu-sunan
rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan Menteri.

1

)

1

Paragraf 3
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 22

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. pedoman bidang penataan ruang; dan

Cc. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus me-

merhatikan:

a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian
implikasi penataan ruang provinsi;

b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan eko-nomi
provinsi;

c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pemba-
ngunan kabupaten/kota;

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;

f.  rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;

g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

h.  rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

a.

b.

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
provinsi;

rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem
perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan
prasarana wilayah provinsi;

rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi ka-wasan
lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis
provinsi;

penetapan kawasan strategis provinsi;

arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan; dan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang
berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
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Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
dalam wilayah provinsi;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta kese-rasian
antar sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f.  penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua

puluh) tahun.

Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara
dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang,

rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan per-aturan

daerah provinsi.

Pasal 24

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyu-sunan

rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 25
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang
wilayah provinsi;
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
dan
C. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
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(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus me-
merhatikan:
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian
implikasi penataan ruang kabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan eko-nomi
kabupaten;
keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
rencana pembangunan jangka panjang daerah;
rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 26
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi
sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan
perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f.  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah ka-
bupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi,
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b.  penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f.  penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi
pertanahan.

@ e oon
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Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua
puluh) tahun.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara,
wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan
daerah kabupaten.

Pasal 27
Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyu-sunan
rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis
mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan
selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

a.
b.
C.

)

)
3)

rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana
jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal,
dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk men-jalankan
fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan
pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29
Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a
terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau
privat.
Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30
(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit
20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
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Pasal 30
Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan
hierarki pelayanan dengan memerhatikan rencana struktur dan pola
ruang.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang
terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang
secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagai-mana
dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program
utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan
jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang.

(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana di-maksud
pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan
ruang wilayah administratif sekitarnya.

(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memerhatikan standar pelayanan minimal
dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan
dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan
penatagunaan sumber daya alam lain.

(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan
penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan
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sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca pe-
natagunaan sumber daya alam lain.

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk
pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum
memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang
hak atas tanah.

Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung,
diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah
untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pe-megang hak
atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penata-
gunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya
alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2
Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 34

Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabu-

paten/kota dilakukan:

a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata
ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;

b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan
struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan stra-tegis;
dan

c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program peman-
faatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi

rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan

strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang
didorong pengembangannya.

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara

terpadu.

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-

sanakan sesuai dengan:

a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

b. standar kualitas lingkungan; dan

c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
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Bagian Ketiga
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan per-aturan
zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan
sanksi.

)
()
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Pasal 36
Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun
sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang
untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
Peraturan zonasi ditetapkan dengan:
a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem
nasional;
b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi
sistem provinsi; dan
c.  peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Pasal 37
Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan
masing-masing sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-
undangan.
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ren- cana tata
ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh
dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.
Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan peng-
gantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya
perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti
kerugian yang layak.
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Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata
cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif

dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang sejalan de-ngan rencana tata ruang,
berupa:

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang,
imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b.  pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c.  kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/ atau
pemerintah daerah.

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang meru-

pakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,
berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak
yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompen-
sasi, dan penalti.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghor-mati hak

masyarakat.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

c. pemerintah kepada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian

insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan
tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
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Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur
dengan peraturan pemerintah.

1
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()
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()

1

Bagian Keempat
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 41
Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:
a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabu-
paten; atau
b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/ kota pada
satu atau lebih wilayah provinsi.
Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b menurut besarannya dapat berbentuk kawasan
perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan
besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.
Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
pemerintah.
Paragraf 2
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 42
Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah
kabupaten.
Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30.

Pasal 43
Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua)
atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah
provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pem-
bangunan yang bersifat lintas wilayah.
Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah
administratif.

Pasal 44
Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koor-
dinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah.
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Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan

megapolitan berisi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan
metropolitan dan/atau megapolitan;

b.  rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meli- puti
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan
metropolitan dan/atau megapolitan;

c. rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau
megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi
daya;

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau
megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat
interdependen antarwilayah administratif; dan

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan
peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau mega-politan,
arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 45

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten.

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian
dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih
wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program
pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar-
wilayah kabupaten/kota terkait.

Paragraf 4
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 46

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pe-
ngendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu
atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabu-
paten/kota.
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Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan
tersendiri, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga
dimaksud.

Paragraf 5

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 47
Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama
antardaerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan
perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 48
Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang
didukungnya;
c.  konservasi sumber daya alam;
d. pelestarian warisan budaya lokal;
e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk
ketahanan pangan; dan
f.  penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-per-
kotaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap ka-wasan
lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diatur dengan Undang-Undang.
Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabu-
paten; atau
b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu
atau lebih wilayah provinsi.
Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk kawasan agropolitan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agro-
politan diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan per-
desaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 49

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

1

()

3)

1
)

Pasal 50

Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah

kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau

beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa
yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah
kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua)

atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam

pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi

struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah

administratif.
Pasal 51

Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci

tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan
agropolitan;

b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan
agropolitan;

c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi
kawasan lindung dan kawasan budi daya;

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi
indikasi program utama yang bersifat interdependen antar-
desa; dan

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan
agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
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Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan
Pasal 52

(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten.

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian
dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui
penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara
terkoordinasi antarwilayah kabu-paten terkait.

Paragraf 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan.

Pasal 53

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang me-
rupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pe-
ngendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh
setiap kabupaten.

(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama
antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh
lembaga dimaksud.

Paragraf 5
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 54

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antar-
daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut, mengenai penataan ruang kawasan
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan
agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan
peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang
berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan
peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang
berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan
peraturan pemerintah.

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara
terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
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Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam
keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.

Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup
keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka,
baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

BAB VII
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 55
Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pe-
ngawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan
pelaksanaan penataan ruang.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewe-
nangannya.
Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran
masyarakat.
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 56
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian
antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam
penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan
Walikota/Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan
kewenangannya.
Dalam hal Bupati/Bupati tidak melaksanakan langkah penye-
lesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur meng-ambil
langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Wali-kota/Bupati.
Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri
mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.
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Pasal 57

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan

penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 58

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula
pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyeleng-garaan
penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang.

(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat
penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar
pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional.

(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam pe-
rencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang
penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 59

(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah
dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditu-jukan pada
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pena-taan ruang diatur
dengan peraturan Menteri.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 60
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b.  menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
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memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
rencana tata ruang;
mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;
mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pem-
bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada
pejabat berwenang; dan
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 61
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang;
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan
memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan per-
aturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

mFemp o0 oo

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pencabutan izin;
pembatalan izin;
pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
denda administratif.
Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan
peraturan pemerintah.
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Pasal 65
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah
dengan melibatkan peran masyarakat.
Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran
masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 66
Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pe-nataan ruang
dapat mengajukan gugatan melalui pe-ngadilan.
Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak
terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 68

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia,
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mem-bantu pejabat
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebaga-mana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
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a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang vyang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehu-bungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berke-
naan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik

kepolisian negara Republik Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik

pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik

kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui

pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara

serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana pen-jara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau ke-rusakan
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 huruf ¢, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 73

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang mener-bitkan izin
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku
dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak
dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b.  pencabutan status badan hukum.

Pasal 75
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan
Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara Perdata kepada
pelaku tindak pidana.
(2) Tuntutan ganti kerugian secara Perdata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.

Pasal 77
(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus
disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan
penyesuaian pemanfaatan ruang.
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Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang
sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk
penyesuaian.

Untuk pemanfaatan ruang vyang izinnya diterbitkan sebelum
penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada
pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini

diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diberlakukan.

Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini

diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diberlakukan.

Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini di-

selesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diberlakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan;

b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan; dan

Cc. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling
lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 68
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG

I. UMUM

1.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber
daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa
Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara
berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai
dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna
yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk
mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang
tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara
menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan
wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.
Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis,
baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara
ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya
yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim
tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar
bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat
strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan
bencana, yang secara alamiah dapat mengancam kesela-matan
bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan
ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif,
holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan
memerhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara



164

KONTRUKSI POLITIK HUKUM HAK ATAS TANAH UNTUK ... KOTA BATAM

kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak
terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan
ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan
penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan
lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta
yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat
pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat
diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata
ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas
wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wa-
wasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan
kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung
jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam
proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian,
keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan
daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam
Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan
sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan
kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan
otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan
ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup
kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan
batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah
administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah
provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wila-yah
tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif.
Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan
berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya buatan, dan dengan tingkat pe-manfaatan ruang yang
berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat
mendorong ke arah adanya ketidakseim-bangan pembangunan
antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.
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Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini
secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya
ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah
kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri
atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang
kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut be-sarannya,
dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan
sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metro-politan, dan
kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan
kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang
berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan
dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi,
merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang
wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk
mengoordinasikan  pelaksanaan pembangunan lintas wilayah
administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan
perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang
secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi.
Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten
dapat berupa kawasan agropolitan.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan
dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi
dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai
strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya
pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan ber-kelanjutan.
Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah
administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting
terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang
ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan
negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan
kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan
aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku
untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan
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kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan ekternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang
bersangkutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu
dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan
ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan
ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu
mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii)
tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung
dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang
sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan ke-
seimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan
kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu
berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat
mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan,
pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu
sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya
suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat
memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan
maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan,
baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik
pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh
bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata
ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif
dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan
pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan
dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan
blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut
dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang
dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi
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merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun
untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci
tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan
ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

7. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui
perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif,
serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimak-
sudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga
setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana
tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang
tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana
penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif
dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik
yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.
Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan
pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infra-struktur),
pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan
pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak
sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa
pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana
dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pe-ngendalian
pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan
penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini
pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang
yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang,
tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang
yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada
dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam
mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah
daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan
perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan
dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar
wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang
tersebut.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional dan
internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penye-
lenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar
kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang
sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi
menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak
menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan
pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan
ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan
yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk meng-
antisipasi  kompleksitas perkembangan permasalahan dalam
penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan
Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang
tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok
sebagai berikut:

a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan keje-
lasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat
pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui pene-tapan
peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang
penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan
ruang;
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c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;

d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian peman-faatan
ruang pada semua tingkat pemerintahan;

e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan
terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan
penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

b. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyeleng-
garaan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan
masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses
penyelenggaraan penataan ruang;

c. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun
antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;

d. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri
sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang
dilakukan;

e. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar
untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan
ruang; dan

f.  ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru,
dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk
penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai ke-
pentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseim-
bangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
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mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang,
keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya,
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta
antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan ke-
langsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan
memerhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan meng-
optimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di
dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan
kepentingan masyarakat.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan
hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa
penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua
pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ‘“akuntabilitas” adalah bahwa penye-
lenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik
prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
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Pasal 3
Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai
ancaman.
Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat
mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang
tenang dan damai.
Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi
berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya
saing.
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas ling-
kungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk
pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah
habisnya sumber daya alam tak terbarukan.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pen-

dekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan pada tingkat wilayah.

Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan

pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan di dalam kawasan perkotaan.
Ayat (2)

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan

komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan

wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis
kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahan-nya,
antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan ber-gambut, dan
kawasan resapan air;

b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan
kawasan sekitar mata air;

c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan
suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya,
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kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan
raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka mar-gasatwa,
serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan
letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan
rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan
kawasan rawan banjir; dan

e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer,
kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian
satwa, dan terumbu karang.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan
peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat,
kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan,
kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan per-
mukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan
pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan
kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat
permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pen-
distribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan
jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat
permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait
pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya
alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Ayat (5)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya

berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;

b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang
lainnya; dan/atau

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari

sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan

ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam
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dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung ling-kungan
hidup.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan per-batasan
negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan,
kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi
terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan
pelabuhan bebas.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan
konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui
sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan
Kompleks Candi Prambanan.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pen-
dayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara
lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi ter-
masuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta
kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan
pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan
yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz,
Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.
Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/
kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan
efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang
wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain,
bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam
penyelenggaraannya.
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki
masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara
lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang me-
rupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama
penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di
kawasan perbatasan negara.

Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam mem-fasilitasi
kerja sama penataan ruang antarprovinsi dimaksudkan agar kerja
sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi
seluruh provinsi yang bekerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pe-
ngendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional
mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi
dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewe-nangan
dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai
strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, de-konsentrasi
diberikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah,
sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang” adalah
mencakup pula norma, standar, dan manual dalam bidang penataan
ruang. Yang termasuk standar bidang penataan ruang adalah
ketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan pe-nataan
ruang.
Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam
pelaksanaan penataan ruang.

Ayat (6)

Huruf a
Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media
elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk
perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan
ruang.

Huruf b
Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban pene-
rima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah
dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pela-yanan
dasar kepada masyarakat secara merata.
Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh
Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam
rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 9

Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi
dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar-
kabupaten/kota dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang
memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten/ kota yang
bekerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi
dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah  daerah
kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyeleng-
garaan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi
dasar penetapan kawasan strategis.

Ayat (5)

”

Yang dimaksud dengan “dapat menyusun petunjuk pelaksanaan
adalah bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah
daerah provinsi disesuaikan kebutuhan dengan memerhatikan
karakteristik daerah. Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan
penjabaran dari pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata ruang
wilayah provinsi antara lain adalah keikutsertaan masyarakat
dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi
keikutsertaan masyarakat dalam proses peren-canaan tata
ruang wilayah provinsi.
Ayat (7)
Langkah penyelesaian yang diambil Pemerintah mencakup pula
pembinaan kepada pemerintah provinsi, agar mampu memenuhi
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Upaya
pembinaan tersebut dapat berupa bantuan teknis untuk memenuhi
standar pelayanan minimal yang tidak dipenuhi pemerintah daerah
provinsi.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah
kabupaten/kota, antara lain, adalah keikutsertaan masyarakat
dalam  penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan
dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Ayat (6)
Pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian dalam
bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal apabila setelah
melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota belum
juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyeleng-garaan
penataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang otonomi daerah.
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman
bidang penataan ruang dimaksudkan untuk mem-berikan
pemahaman kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya, tentang substansi peraturan perundang-
undangan dan pedoman bidang pe-nataan ruang.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk
meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan ma-syarakat
dalam penyusunan rencana tata ruang, peman-faatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang termasuk upaya pengembangan kesadaran dan tang-gung
jawab masyarakat adalah menumbuhkan dan me-ningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, yang diharapkan akan
meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaran penataan
ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.



LAMPIRAN 2 179

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana
umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang
kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di
dalam rencana tata ruang wilayah.
Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana
umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap
memerhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan ren-cana
masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan
yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.
Ayat (2)
Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah admi-nistrasi
pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang
dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah
kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan
yang setara.
Ayat (3)
Huruf a
Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang
kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Huruf b
Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi merupakan
rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi.
Huruf c
Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata
ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana
rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi
oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala
peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang yang
mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat
ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang
tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih
diperlukan perencanaan yang lebih rinci.
Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang
luasnya memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta
dengan tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak diperlukan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana
pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif
Indonesia.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan per-
kotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi ma-syarakat,
baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.
Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat
pelayanan kegiatan perkotaan.
Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
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telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem
jaringan sumber daya air.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran
sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena
sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai curah dan intensitas
hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang
bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan
keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta
kekurangan air.
Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah
aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan,
serta bentuk pengaliran sungai dan anak sungai. Dengan demikian
kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap
wilayah administrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai.

Ayat (6)
Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dan sinergi
antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah
kabupaten/kota.
Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud keterpaduan
dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara
kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud keterpaduan
dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Ayat (7)
Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena
sifathya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat
khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga
kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan per-tahanan dan
keamanan negara.
Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan
keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah me-
ngandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan
dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
keseluruhan penataan ruang wilayah.
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Pasal 18
Ayat (1)

Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan
daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana
rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu,
persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian
muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan
ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a

Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan
keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan
antarpemangku kepentingan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional
merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang
memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang
wilayah nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi,
serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah nasional, antara lain, dimaksudkan
untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi
tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional.

Huruf b

Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan
dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat
kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan
pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan tersebut didukung
dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat
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pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan
kebutuhan pelayanan.

Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indonesia selain untuk melayani kegiatan
berskala nasional yang meliputi sistem jaringan transportasi,
sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang diren-
canakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan Alur
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai
dengan ketentuan hukum internasional.

Huruf ¢

Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran peman-
faatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang
berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis
nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih
berdaya guna dan berhasii guna dalam mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan lindung
yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak
lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang
memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahan-nya
yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang
dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional,
kawasan hulu daerah aliran sungai suatu ben-dungan atau
waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut
peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan
kewenangan Pemerintah.

Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak di-
perkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan
fungsi utama untuk melindungi kelestarian ling-kungan hidup
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan,
warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak
dari bencana alam.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional,
antara lain, adalah kawasan yang dikembangkan untuk
mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional,
kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber
daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan
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kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan
perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya
merupakan kewenangan Pemerintah.
Huruf d
Yang termasuk kawasan strategis nasional adalah kawasan
yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan
sebagai kawasan khusus.
Huruf e
Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat
usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta
sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam
rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
rencana tata ruang. Indikasi program utama me-rupakan
acuan utama dalam penyusunan program pe-manfaatan ruang
yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan
ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis
beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima
tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh)
tahun.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi
pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk
mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
Ayat (3)
Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra
spasial dari rencana pembangunan jangka panjang.
Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang
berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak
yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka
waktu rencana tata ruang tetap diakui.
Ayat (4)
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan
pembangunan yang memerhatikan perkembangan lingkungan
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strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan

ruang.

Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan
teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan
kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat
mendasar.

Ayat (5)

Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan

bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan

batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan per-
undang-undangan.
Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan peman-
faatan ruang.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan
perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan
jaringan
prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani
kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem
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jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air,
termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah
aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem
perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan
prasarana

wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan
pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan
pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memer-
hatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana
struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.

Huruf ¢

Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pe-
manfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan
yang berfungsi lindung maupun budi daya, yang ditinjau dari
berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mendukung pencapaian tujuan pem-bangunan
provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi
dengan sepenuhnya memerhatikan pola ruang vyang telah
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara
ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari
satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang
memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang
terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan
lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan pengelolaannya merupakan kewe-nangan
pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi
merupakan kawasan budi daya yang dipandang sangat penting
bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau
menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau
pengelolaannya merupakan kewenangan peme-rintah daerah
provinsi.

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat
berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan
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pertanian, kawasan pertambangan, kawasan per-industrian,
dan kawasan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuat rencana pola ruang
yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan
program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi
pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi
program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan
program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam
pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam
menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi
program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana
20 (dua puluh) tahun.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi
pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan
memanfaatkan ruang dalam menyusun program pemba-ngunan
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah vyang
bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam
memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.
Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan
jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka
menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling
mengacu.

Ayat (3)
Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra
spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang
berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru
hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka
waktu rencana tata ruang tetap diakui.
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Ayat (4)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan
pembangunan yang memerhatikan perkembangan lingkungan
strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan
ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi

rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan
strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara
mendasar; atau

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan
kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika
internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
provinsi secara mendasar.

Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang

provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana

alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan
kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima)

tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan

strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau
dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi

dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan

ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyu-
sunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyeleng-
garakan urusan 